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A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 




Nama Huruf Latin Nama 
 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ث
 (Sa ṡ es (dengan titik di atas د
 Jim J Je ج
 (Ha ḥ ha (dengan titik di bawah ح
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 (Zal Ż zet (dengan titik di atas ذ
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س




 (Ta ṭ te (dengan titik di bawah ط




 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em و
ٌ Nun N En 
ٔ Wau W We 




٘ Ya Y Ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 
diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 
dengan tanda („). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 




Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fatḥah A A اََ
 Kasrah I I اِ
 ḍammah U U ا ُ
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Harkat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ََٖ  fatḥah dan yā’ Ai a dan i 
َْٕ  fatḥah dan wau Au a dan u ىَ
Contoh: 
ْٛفََ  kaifa : َك
لََ  ْٕ َْ  : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan Tanda Nama 
ََٖ  fatḥah dan alif …اََ| …
atau yā’ 





ٖ kasrah dan yā’ I i dan garis 
di atas 




َرَيَٗ : rama 
ْٛمََْ قِ : qila 
ثََُ ْٕ ًُ َٚ : yamutu  
4. Tā’ Marbūṭah 
Transliterasi untuk tā‟ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang 
hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang 
transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat 
harkat sukun transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 
maka tā’ marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 
Contoh:  
َضتَُاأْلَْطَفَلَ َٔ :ََر raudal al-at fal 
َُْٚتَُاْنفَاَِضهَتََُ ِدَ ًَ اَْن : al-madinah al-fadilah 
ت ًَ  al-hikmah :   اَْنِحْك




Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid (َّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh:  
 rabbana :َربََُّا
َُْٛا َجَّ : najjainah 
6. Kata Sandang 
Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan 
sesuai  dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) 
diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 
sandang tersebut.  
Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 





Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku 
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. Contoh: 
a. Hamzah di Awal  
 umirtu : اُِيْرثَُ
b. Hamzah Tengah 
َ ٌَ ْٔ  ta’muruna : حَؤُْيُر




ٌءَ ْٙ :َش َ: Syai’un 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi„il, isim maupun huruf, ditulis 
terpisah.Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  
yang  sudah lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  
harakat  yang dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  
tersebut  bisa dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula 
dirangkaikan. 
Contoh:  
Fil Zilal al-Qur’an 
Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafẓ al-Jalālah (هللا) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 
lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah.  
Contoh: 
َ ََّلاَّ ٍُ ْٚ َ Dinullah ِد  billah بِا َّلاَّ
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 
Contoh: 
َََُْىَْ ِتََّلاَّ ًَ ََرْح ْٙ  Hum fi rahmatillah فِ
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), 




penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 
berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf 
awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 
dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 
kata sandangnya.  
Contoh: 
Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 
 Wa ma Muhammadun illa rasul 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
Swt.  = subhānahū wa ta„ālā 
Saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 
a.s.  = ‘alaihi al-salām 
H   = Hijrah 
M   = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.   = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.   = Wafat tahun 
QS .../...:4  = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imrān/3:4 
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 Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana kedudukan anak dalam 
kandungan dari perkawinan yang dibatalkan akibat tidak ada izin poligami Di 
Pengadilan Agama Klas IA Makassar dan perspektif Imam Syafi‟i dan Imam 
Hanafi. Adapun submasalahnya yaitu: Bagaimana pandangan hakim terhadap 
kedudukan anak dalam kandungan dari perkawinan yang dibatalkan, bagaimana 
pandangan Imam Syafi‟i dan Imam Hanafi terhadap kedudukan anak dalam 
kandungan dari perkawinan yang dibatalkan dan bagaimana  akibat hukum 
pembatalan perkawinan terhadap anak dalam kandungan.  
Penelitian dilakukan secara field research dengan deskriptif analisis. 
Dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosiologis. Adapun sumber 
data dalam penelitian ini, yaitu: Data primer, data sekunder dan data tersier. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. 
Selanjutnya, tekhnik pengolahan data dan analisis data dikaitkan melalui tiga 
tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.  
 Hasil penelitian ini menunjukkan 1)  Bahwa sama saja antara anak yang 
sudah lahir dengan anak yang sudah dalam kandungan mengenai statusnya. 
Pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap status anak, sehingga anak 
itu harus dianggap sebagai anak dari kedua orang tuanya. Sehingga suami tetap 
bertanggung jawab punya hak keperdataan kewajiban hukum untuk membiayai 
anak yang masih dalam kandungan yang dibatalkan perkawinannya oleh 
pengadilan. 2) Kedudukan anak dalam kandungan dapat dihubungkan pada 
pemilik al-firasy (tempat tidur), jadi sahnya anak dari hasil pembatalan 
perkawinan dinisbatkan kepada laki-laki yang menikahinya.  3) Tidak menjadi 
persoalan apabila suami tetap bertanggung jawab terhadap janin itu tetapi akan 
menjadi sengketa hukum apabila suami mengingkari anak itu sebagai status anak 
yang harus dipertanggungjawabkan.  
 Implikasi dari penelitian ini yaitu: Mengenai status anak sah terhadap 
anak yang lahir dari pembatalan perkawinan, sebaiknya orang tuanya memintakan 
penetapan mengenai keabsahan anak kepada majelis hakim agar jelas bahwa anak 







A.  Latar Belakang Masalah 
Tuhan telah menciptakan segala makhluk yang ada dimuka bumi ini 
dengan berpasang-pasangan. Salah satu dari makhluk ciptaan-Nya ialah manusia, 
yang diperintahkan untuk menjadi khalifah dimuka bumi sebagai pemimpin 
diantara sesama. Maka Allah swt memerintahkan kepada manusia untuk 
melakukan pernikahan atau perkawinan yang tujuannya adalah sebagai bentuk 
dari menyambung dan meneruskan cita-cita generasi sebelumnya. 
Perkawinan merupakan sendi keluarga sedangkan keluarga adalah sendi   
masyarakat, bangsa dan umat manusia yang pada hakikatnya manusia merupakan 
makhluk sosial dan sebagai makhluk sosial manusia harus mengadakan interaksi 
antar sesamanya. Dengan adanya interaksi tersebut, maka muncullah berbagai 
peristiwa  hukum  dari akibat  interaksi  tersebut  salah  satunya  ialah perkawinan 
yang merupakan sunnatullah yang berlaku bagi semua makhluk Tuhan baik 
manusia, hewan dan tumbuhan. 
Perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang dalam 
hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan 
materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu 
haruslah berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam 
pancasila.
1
 Sedangkan Menurut Prof. Scholten yang dikutip oleh R. Soetojo 
Prawiro Hamidjojo dan Asis Safioedin mengemukakan bahwa perkawinan adalah 
                                                 
1






suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup 
bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara.
2
 
Perkawinan di Indonesia diatur dalam suatu undang-undang perkawinan 
nasional yaitu undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang disingkat UUP. Untuk 
pelaksanaannya dikeluarkan suatu peraturan pemerintah republik Indonesia 
Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa Undang-undang perkawinan mulai 
berlaku secara efektif sejak tanggal 1 oktober 1975 . 
Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa 
“Perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 
yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
3
 Oleh karena itu perkawinan 
merupakan ikatan lahir dan batin dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang 
bahagia dan kekal, maka suatu perkawinan dinilai bukan hanya untuk memenuhi 
kebutuhan biologis semata akan tetapi sesuatu yang bersifat sakral dan suci.  
Menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan 
menurut hukum agamanya masing-masing dan menurut kepercayaannya itu. Jadi, 
undang-undang perkawinan ini menjelaskan bahwa perkawinan tidak hanya 
dilihat dari aspek formalnya saja, tetapi dari aspek agama juga. Aspek formalnya 
menyangkut hubungan administratifnya. Sedangkan aspek agamanya ialah 
kebebasan suatu perkawinan sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain 
dalam undang-undang ini. Jadi, kedua aspek ini harus terpenuhi apabila 
perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan hukumnya saja tanpa 
                                                 
2
O.S, Eoh, Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek (Cet. 1; Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 1996), h. 27. 
3
Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974”, Tentang Perkawinan 





memperhatikan unsur agama, maka perkawinan dianggap tidak sah. Sebaliknya, 
apabila perkawinan dilakukan hanya memperhatikan unsur hukum agama saja 
tanpa memperhatikan Undang-undang hukum Negara maka perkawinannya pun 
dianggap tidak sah. 
Selanjutnya pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
menyatakan bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya 
boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai 
seorang suami (asas monogami), tetapi realita yang terjadi dalam masyarakat 
banyak yang melakukan poligami. Sedangkan dalam pasal 3 ayat (2) Undang-
undang perkawinan ini menyatakan bahwa Pengadilan dapat memberikan izin 
kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh 
pihak-pihak yang bersangkutan. Tetapi realitanya pun masih ada yang melakukan 
poligami liar yang dimana seorang suami melakukan poligami tanpa izin istri dan 
tanpa izin Pengadilan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Nisa/4:3 
menjelaskan bahwa: 
ا ْٕ حَعُٕنُ َأَاَّلَّ ٰٓ َٰٗ َ ُُكْىََۚذَِنَكَأَدْ ًََٰ ْٚ َ َياَيهََكْجَأ ْٔ َ ِحدَةًأ َ َٰٕ افَ ْٕ حَْعِدنُ َِخْفخُْىَأََّلَّ ٌْ  فَإِ
Terjemahannya:  
Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka 
(kawinkanlah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang 
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
4
 
Latar belakang sebab turunnya ayat tersebut yaitu kebiasaan perilaku wali 
anak wanita yatim yang mengawini anak yatimnya dengan tidak adil dan 
manusiawi sebagaimana telah dikemukakan. Maka illat hukum kebolehan 
poligami dalam perkawinan islam bukan didorong oleh motivasi seks dan 
kenikmatan biologis, tetapi oleh motivasi social dan kemanusiaan. Poligami yang 
dilakukan Nabi saw juga adalah untuk tujuan kemaslahatan agama dari 
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kemasyarakatan bukan karena hawa nafsu. Nabi mempertimbangkan 
kemaslahatan islam dalam memilih setiap istrinya. Maka tidak tepat jika 




Salah satunya kasus pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan 
Agama Makassar dengan putusan No. 310/Pdt.G/2015/PA.Mks, seorang pria 
melakukan perkawinan dengan seorang wanita tanpa sepengetahuan dan tanpa 
izin istri pertama maupun tanpa izin Pengadilan. Perkawinan tersebut terjadi 
karena seorang pria tersebut memberikan keterangan yang tidak benar yang 
mengaku status jejaka padahal pria tersebut telah beristri dan masih terikat 
perkawinan yang sah dengan istri pertama. Dalam hal ini harus dilakukan 
pembatalan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 22 Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak 
memenuhi syarat-syarat pada saat melakukan perkawinan. Dalam pasal 37 
peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat 
tidak dengan sendirinya menjadi batal melainkan harus diputuskan oleh 
Pengadilan. 
Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 71 telah mengatur bahwa suatu 
perkawinan dapat dibatalkan apabila sebagai berikut: 
a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. 
b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria 
lain yang mafqud. 
c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam „iddah dari suami lain. 
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d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan 
dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. 
e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak 
berhak. 
f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.6 
Berdasarkan Pasal 23, 24 dan 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan menetapkan orang-orang yang dapat mengajukan 
permohonan pembatalan perkawinan yaitu:
7
 
1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri. 
2. Suami atau istri. 
3. Pejabat yang berwenang selama perkawinan belum diputuskan. 
4. Pejabat yang ditunjuk oleh Pasal 16 ayat (2) Undang-undang ini dan setiap 
orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap 
perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perceraian itu putus. 
5. Orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap 
perkawinan tersebut. 
Pembatalan perkawinan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh 
pengadilan atas permohonan dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk 
memutuskan atau meniadakan akibat hukum dari suatu perkawinan yang sudah 
berlangsung  resmi  karena  alasan bahwa salah satu pihak atau kedua belah  pihak 
tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan untuk melangsungkan perkawinan 
sesuai perundang-undangan yang berlaku.
8
 Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi‟i  
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fasakh ialah pembatalan pernikahan yang muncul akibat adanya aib, kenyataan 
dan dugaan tidak terpenuhinya suatu syarat. Sedangkan menurut Imam Hanafi 
fasakh adalah nikah yang tidak lengkap syarat-syarat sahnya dan adanya letak 
kerusakan dan kecacatan. 
Pembatalan perkawinan menurut Achmad Ichsan, ditunjukkan semata-
mata agar tidak menimbulkan akibat hasil perkawinan itu tidak terlindungi oleh 
hukum. Karena dengan adanya kekurangan-kekurangan persyaratan tersebut atau 
dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan dalam 
melangsungkan perkawinan, perkawinanya menjadi tidak sah. Akibatnya 
kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah tersebut 
merupakan anak yang tidak sah pula menurut hukum.
9
 
Kedudukan anak didalam hukum erat sekali hubungannya dengan masalah 
perkawinan. Oleh karena itu, dalam perikatan perkawinan sangat penting didalam 
pergaulan masyarakat bahkan hidup bersama, kemudian melahirkan anak 
keturunan mereka merupakan sendi yang utama bagi pembentukan Negara dan 
bangsa. Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bersama ini menentukan 
kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan Negara, sebaliknya rusak dan 




Anak adalah amanah dan karunia yang telah diberikan oleh Allah swt yang 
harus dijaga dan berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya 
dan berhak juga diberi perlindungan dari kekerasan. Jadi keabsahan sahnya anak  
                                                 
9
O.S, Eoh, Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan  Praktek, h. 94. 
10






yang dimaksud undang-undang perlindungan anak adalah anak yang lahir dalam 
ikatan pernikahan yang sah dan yang diakui oleh kedua orang tuanya. 
Menurut Imam syafi‟i dalam menjaga hak anak untuk memperoleh nasab 
dari ayahnya dapat dilihat dari pendapat beliau yakni nasab anak tidak dapat 
ditolak melainkan dengan li‟an. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dalam 
memahami arti lafal “nikah” menurut hakikatnya adalah setubuh, apabila setiap 
anak yang lahir akan dihubungkan nasabnya kepada laki-laki yang memiliki bibit. 
Pembatalan perkawinan dapat membawa akibat terhadap suami, istri, 
keluarga, hak waris mewarisi, perwalian, pemberian nafkah, terutama kedudukan 
anak dari perkawinan tersebut. Salah satu akibatnya adalah seorang anak yang 
merupakan hasil buah cinta kasih orang tuanya sehingga keberadaannya harus 
dihargai, dihormati dan diakui dengan cara pemenuhan hak-hak atasnya, salah 
satunya adalah kejelasan anak yang masih dalam kandungan terhadap orang tua 
akibat perkawinan yang dibatalkan. karena status dari anak yang masih dalam 
kandungan ini menjadi masalah urgen dalam kehidupan masyarakat.  
Sehingga judul ini menarik untuk diteliti karena adanya kasus pembatalan 
perkawinan yang diajukan istri pertama yang disebabkan tidak ada izin poligami 
dari istri pertama maupun izin pengadilan sehingga perkawinan suami dengan istri  
kedua tersebut harus diputuskan dan berdampak pada istri kedua dan anak yang 
masih dikandungnya dan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Klas IA 
Makassar. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian ialah pemusatan fokus terhadap satu intisari penelitian 





dalam kandungan setelah perkawinan dibatalkan yang disebabkan karena tidak 
ada izin poligami. 
2. Deskripsi Fokus 
a. Kedudukan anak dalam kandungan ialah posisi seseorang anak yang masih 
dalam kandungan ibunya yang belum dilahirkan baik secara umum dalam 
masyarakat dan dalam hubungannya dengan orang lain serta terhadap hak-hak 
dan kewajiban.  
b. Perkawinan yang dibatalkan ialah memutuskan atau membatalkan suatu 
ikatan hubungan antara suami dan istri akibat tidak terpenuhinya syarat-syarat 
ketika berlangsung akad nikah atau karena hal-hal lain yang datang setelah 
perkawinan itu telah lama berlangsung.
11
  
c. Tidak ada izin poligami ialah perkawinan yang dilakukan oleh suami tanpa 
izin dari istri dan pengadilan. 
d. Peradilan Agama adalah peradilan Islam di Indonesia yang mengadili 




e. Perspektif Imam Syafi‟i dan Imam Hanafi ialah cara pandang atau pemikiran 
Imam Syafi‟i dan Imam Hanafi terhadap kedudukan anak akibat  pembatalan 
perkawinan. 
Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa yang 
dimaksud kedudukan anak dalam kandungan akibat batalnya perkawinan karena 
tidak ada izin poligami adalah bagaimana dengan kedudukan anak yang masih   
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kandungan tersebut karena perkawinan orang tuanya tidak sah menurut peraturan 
undang-undang perkawinan. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  yang  dikemukakan  diatas,   pokok 
permasalahan penelitian ini ialah “bagaimana kedudukan anak dalam kandungan 
dari perkawinan yang dibatalkan karna tidak ada izin poligami Di Pengadilan 
Agama Makassar dan perspektif Imam Syafi‟i dan Imam Hanafi”, maka penulis 
dapat merumuskan sub masalahnya sebagai berikut: 
1. Bagaimana pandangan hakim terhadap kedudukan anak dalam kandungan 
dari perkawinan yang dibatalkan akibat tidak ada izin poligami Di 
Pengadilan Agama Klas IA Makassar? 
2. Bagaimana perspektif Imam Syafi‟i dan Imam Hanafi terhadap kedudukan 
anak dalam kandungan dari perkawinan yang dibatalkan akibat tidak ada 
izin poligami? 
3. Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap anak dalam 
kandungan? 
D. Kajian Pustaka 
 Untuk menghindari pengulangan penelitian dan anggapan adanya plagiasi, 
peneliti melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang digunakan 
sebagai referensi atau rujukan dan diadakan kajian terhadap karya-karya yang 
pernah ada yang sesuai dengan pembahasan yang akan diteliti. Adapun literatur-
literatur dan skripsi yang pernah dibaca peneliti yaitu sebagai berikut : 
1. Fikih Munakahat oleh Prof Dr. Abdul Rahman Ghozali, M.A dalam buku ini 
membahas pengertian, tujuan perkawinan serta pengertian batalnya 
perkawinan, sebab-sebab yang dapat membatalkan perkawinan dan akibat 





ini karena terdapat beberapa poin penting dalam buku tersebut yang 
berhubungan dengan judul skripsi penulis. Namun buku ini tidak menjelaskan 
dampak terhadap anak dari batalnya perkawinan. 
2. Konsep Hukum Perdata oleh Dr. Munir Fuandy, S.H, M.H, LL.M. dalam 
bukunya membahas pengertian perkwaninan dan pembatalan perkawinan 
menurut undang-undang perkawinan di Indonesia sehingga peneliti 
menggunakan referensi ini karena terdapat beberapa poin penting serta 
peneliti mendapatkan data sesuai yang dibutuhkan. Namun buku ini tidak 
memaparkan keseluruhan sebab-sebab terjadinya pembatalan perkawinan. 
3. Hukum Keluarga Islam di Indonesia oleh Dr, Mardani, dalam buku ini 
membahas tentang pengertian perkawinan menurut ulama, dan buku ini 
membahas alasan poligami dan prosedur poligami serta perkawinan yang 
dapat dibatalkan menurut undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum 
Islam. Sehingga peneliti banyak mengambil referensi dari buku ini untuk 
mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti. Namun buku ini tidak 
menjelaskan keseluruhan dampak terhadap anak dari perkawinan yang 
dibatalkan. 
4.  Muhammad Rizki (1113043000067) Tahun lulus 2018  dengan judul skripsi 
Pembatalan perkawinan dan status anak dalam kandungan (Analisis putusan 
Pengadilan Agama Bogor Nomor 579/Pdt.G/2014/PA.Bgr) yang membahas 
tentang pembatalan perkawinan karena si istri telah hamil dengan pria lain 
yang menghamilinya dan bukan dari hasil suaminya sehingga berakibat pada 
status anak yang dilahirkan. Sedangkan judul skripsi penulis lebih fokus 
terhadap pembatalan perkawinan karena suami melakukan poligami liar tanpa 





dibatalkan dan berakibat pada anak yang masih didalam kandungannya dan 
penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Makassar Klas IA . 
5.   Ahmad Syadhali (107044101992) Tahun lulus 2011 dengan judul Status anak   
akibat pembatalan perkawinan (analisis putusan Pengadilan Agama Depok 
Nomor 1723/Pdt.G/2009/PA.Depok) yang membahas tentang status anak 
yang dilahirkan dari pasangan suami istri yang masih ada hubungan nasab 
sehingga bagaimana kejelasan hukum bagi anak tersebut. Sedangkan judul 
skripsi penulis lebih fokus terhadap kedudukan anak dalam kandungan 
setelah perkawinan kedua orangtuanya dibatalkan karena tidak ada izin 
poligami dan perkawinan kedua orang tuanya dianggap tidak sah menurut 
hukum. 
 Adapun beberapa penelitian yang telah ditelusuri berbeda dengan judul 
penelitian penulis. Sejauh pengamatan peneliti belum pernah ada yang membahas 
kedudukan anak dalam kandungan dari perkawinan yang dibatalkan karna tidak 
ada izin poligami di Pengadilan Agama Makassar dan perspektif Imam Syafi‟i dan 
Imam Hanafi. Bahwa penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Klas IA 
Makassar karna adanya kasus pembatalan perkawinan tanpa izin poligami. 
Dengan menggunakan metode jenis penelitian kualitatif dengan deskriptif analisis.  
E.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
 1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui pandangan hakim terhadap kedudukan anak dalam 
kandungan dari perkawinan yang dibatalkan karna tidak ada izin poligami Di 
Pengadilan Agama Klas IA Makassar. 
b. Untuk mengetahui pandangan Imam Syafi‟i dan Imam Hanafi terhadap 
kedudukan anak dalam kandungan dari pembatalan perkawinan akibat tidak 





c. Untuk mengetahui akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap kedudukan 
anak dalam kandungan. 
 2. Kegunaan Penelitian 
a. kegunaan ilmiah  
1. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H) 
pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar. Dan sebagai media latihan bagi penulis dalam menambah 
wawasan keilmuan sehingga penulis dapat membandingkan antara teori 
dan praktek yang terjadi di lapangan. 
2. Diharapkan agar dapat dijadikan sebagai bahan bacaan bagi civitas 
akademika dan bahan informasi untuk masyarakat pada umunya dan dapat 
memberikan cakrawala, pemahaman dan pengalaman secara langsung di 
lapangan melalui penelitian tentang bagaimana konsekuensi dari 
perkawinan yang dibatalkan karena tidak ada izin poligami dari istri dan 
pengadilan. 
b. Kegunaan Praktis 
1. Agar dapat menjadi sumber referensi bagi masyarakat terutama mereka 
yang ingin mengetahui tentang bagaimana kedudukan anak dalam 
kandungan setelah perkawinan dibatalkan karena tidak ada izin poligami. 
2. Diharapkan agar penulis dan masyarakat dapat mengambil pelajaran yang 








A. Kedudukan Anak Dalam Kandungan 
Periode pertumbuhan anak adalah dimulai sejak ia masih dalam 
kandungan atau disebut pre-netral yaitu masa terjadinya pertumbuhan sel telur 
wanita oleh sperma laki-laki sebelum lahirnya sang bayi ke dunia. Anak juga 
diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan.
1
 Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam batas usia 
anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun. 
Menurut undang-undang No. 23 Tahun 2002 anak adalah “amanah 
sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa  harus kita jaga karena 
dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus 
dijunjung tinggi.
2
 Ada empat tahapan perkembangan asal periode dalam 
kandungan yaitu: 
1. Tahap al-Nuthfah ialah bertemunya antara sperma laki-laki dengan ovum 
perempuan sehingga terjadi pembuahan. 
2. Tahap al-Alaqah ialah proses perkembangan janin, dilanjutkan dengan 
pertumbuhan pembuahan antara sperma dan ovum lalu menjadi zat yang 
melekat pada dinding rahim. 
3. Tahap al-Mudhghah ialah terjadinya perpindahan lalu menjadi sesuatu 
yang melekat (al-mudghah al-alaqah) berubah menjadi darah beku yang 
bercampur, selanjutnya nampak tulang lalu tulang itu diselubungi oleh 
daging. 
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4. Tahap nafkh Al-ruh (pemberian nyawa) ialah setelah melewati ketiga 
tahapan tersebut pertumbuhan janin semakin sempurna setelah 
ditiupkannya ruh kedalamnya. 
Anak merupakan harta dan kekayaan yang harus dijaga dan sekaligus  
merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga, dari politik anak merupakan 
penerus suku bangsa, dari ekonomi ada anggapan bahwa banyak anak banyak 
rejeki, dan dari segi hukum anak mempunyai posisi dan kedudukan strategis 
didepan hukum tidak saja sebagai penerus dan ahli waris keluarga tetapi juga 




Dalam Islam telah diatur hak-haknya dimulai sejak anak dalam kandungan 
sampai mencapai kedewasaan baik secara fisik maupun psikis yaitu sebagai 
berikut: 
1. Hak mendapatkan pemeliharaan dan penjagaan dalam kandungan maupun 
setelah lahir. 
2. Hak mengetahui nasab (keturunan) 
3. Hak mendapatkan ASI dari ibu atau penggantinya. 
4. Hak mendapatkan harta warisan. 
5. Hak mendapatkan asuhan. 
6. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. 
7. Hak menerima yang baik. 
8. Hak mendapatkan perlindungan hukum. 
Adapun hak-hak anak berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 39 
Tahun 1999 tentang hak asasi manusia diatur dalam pasal 52  dan pasal 53 sebagai 
berikut: 
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a. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, 
dan Negara. 
b. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu 
diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. 
Pasal 53 
a. Setiap anak dalam kandungan berhak untuk hidup mempertahankan hidup 
dan meningkatkan taraf kehidupannya. 




Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhailiy, hak anak terhadap orang tuanya ada 
lima yaitu hak radla (menyusui), hak hadhanah (pemeliharaan), hak nasab 
(keturunan), hak walayah (wali), dan hak nafkah. 
Menurut Dr. Wirjono dalam bukunya Hukum Waris di Indonesia, 
menyatakan bahwa oleh karena mereka anak-anak pada hakikatnya merupakan 
satu-satunya golongan ahli waris, artinya sanak keluarga tidak menjadi ahli waris 
apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak. Anak-anak juga 
merupakan ahli waris utama disamping ahli-ahli waris lainnya.
5
 Anak merupakan 
unsur terpenting dalam suatu keluarga, tetapi secara hukum ada beberapa 
golongan anak yaitu sebagai berikut:  
1. Anak kandung 
Anak kandung adalah anak yang lahir dari suami istri yang telah menikah 
secara sah.  
2. Anak tiri 
Anak tiri adalah anak dari istri dari suami yang lain atau anak dari suami 
dalam perkawinannya dengan istri yang lain. 
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3. Anak sumbang  
Anak sumbang adalah anak yang lahir dari ayah dan ibu yang sebenarnya 




4. Anak angkat 
Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat (adopsi) menjadi anak 
sendiri melalui suautu prosedur yang disebut dengan pengangkatan anak 
(adopsi). 
5. Anak luar kawin 
Anak luar kawin adalah anak yang lahir dari orang tua yang tidak menikah 
secara sah. 
Adapun kedudukan anak dalam kandungan menurut KUHPerdata 
(Burgerlijk Wetboek) pasal 2 yang mengatakan bahwa anak dalam kandungan 
seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak 
menghendakinya. Apabila telah mati sewaktu dilahirkan maka janin dianggap 
tidak pernah ada. Jadi maksud dari kalimat tersebut ialah bahwa status anak dalam 
kandungan menurut Burgerlijk Wetboek adalah “ada” maka janin tersebut berhak 
mendapat bagian dari harta warisan orang tuanya (ayahnya) yang meninggal.
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Sedangkan dalam kompilasi hukum islam mengatakan bahwa bagian anak dalam 
kandungan adalah apabila seorang anak yang telah lahir dan dinyatakan hidup. 
Jadi terjadinya waris mewarisi terhadap anak dalam kandungan disebabkan karena 
meninggalnya ayah (suami) 
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B. Perkawinan Yang Dibatalkan 
1. Pengertian batalnya perkawinan 
Batal yaitu “rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan 
seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang 
ditetapkan oleh syara”. Jadi, secara umum batalnya perkawinan yaitu “rusak atau 
tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu 
rukunnya atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.
8
 
Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan 
fasakh. Menfasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan suatu ikatan 
hubungan antara suami dan istri akibat tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika 
berlangsung akad nikah atau karena hal-hal lain yang datang setelah perkawinan 
itu telah lama berlangsung.
9
 
Menurut pendapat Sayyid Sabiq dalam bukunya  fiqh As-Sunnah adalah  
bahwa memfasakh nikah berarti membatalkan dan melepaskan ikatan tali 
perkawinan antar suami isteri.
10
 Sedangkan menurut Anwar Sitompul yang 
dimaksud dengan pembatalan perkawinan adalah diputusnya hubungan 
perkawinan dari ikatan formal/nyata sebagai suami istri oleh hakim Pengadilan.
11
  
Fasakh adalah surak atau putusnya suatu perkawinan melalui pengadilan 
pada hakikatnya hak suami dan istri yang disebabkan karena sesuatu yang baru 
diketahui setelah perkawinannya telah berlangsung. Selain fasakh ada juga istilah 
yang disebut dengan fasid. Maksud dari fasid adalah suatu putusan pengadilan 
yang diwajibkan melalui persidangan karena perkawinan yang telah dilangsugkan 
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mempunyai cacat hukum yang disebabkan dilanggarnya ketentuan yang 
diharamkannya perkawinan tersebut. 
Dalam Undang-undang perkawinan Indonesia dikenal pula tindakan 
hukum yang disebut dengan pembatalan perkawinan. Dalam hal ini, yang 
dimaksud dengan pembatalan perkawinan merupakan suatu tindakan yang 
dilakukan oleh Pengadilan Agama atas  permohonan dari pihak-pihak yang 
berkepentingan untuk memutuskan atau meniadakan akibat hukum dari suatu 
perkawinan yang sudah dilangsungkan secara resmi karena dengan alasan bahwa 
salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak memenuhi persyaratan atau 




Dari pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa batalnya 
perkawinan atau putusnya perkawinan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh 
pihak-pihak yang ingin membatalkan atau mengakhiri hubungan suami istri 
melalui putusan Pengadilan. 
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 
22 menyatakan degan tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para 
pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
13
 Apabila 
ditemukan penyimpangan terhadap syarat-syarat sahnya perkawinan maka 
perkawinan tersebut dapat dibatalkan demi hukum dan perkawinan tersebut 
menjadi putus dan dianggap tidak pernah kawin atau dianggap tidak pernah ada. 
Adapun dalam pasal 85 Kitab undang-undang hukum perdata menyatakan 
dengan tegas bahwa batalnya suatu perkawinan itu hanya dilakukan oleh putusan 
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hakim saja. Batalnya suatu perkawinan yang diajukan menurut pasal 27 undang-
undang perkawinan yaitu dapat dituntut oleh pihak yang karena perkawinan 
sebelumnya masih terikat dengan salah seorang dan suami istri itu. Bila batalnya 
perkawinan yang terdahulu dipertanyakan, maka terlebih dahulu harus diputuskan 
ada tidaknya perkawinan terdahulu itu. 
Suatu pembatalan perkawinan mempunyai konsekuensi hukum yang jauh 
lebih serius, apabila perkawinan yang akan dibatalkan tersebut sudah lama 
berlangsung, sudah mempunyai anak, sudah mempunyai harta bersama ataupun 
sudah terjadi hal-hal yang serius lainnya. Bahwa konsekuensi perkawinan tersebut 
secara hukum dianggap tidak pernah ada dan berlaku surut. 
2. Sebab-sebab fasakh atau perkawinan dapat dibatalkan 
Batalnya suatu hubungan perkawinan dapat terjadi apabila disebabkan 
karena syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi pada akad nikah karena adanya 
hal-hal yang datang kemudian yang dapat juga membatalkan perkawinan yang 
diakibatkan karena hal-hal yang datang setelah perkawinan sudah lama 
berlangsung. 
Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 
24  menyatakan  bahwa barang siapa  karena perkawinannya masih terikat dengan 
salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat 
mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi 
ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.
14
 
Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam juga telah mengatur sebab-
sebab yang dapat membatalkan perkawinan yaitu sebagai berikut: 
Pasal 70 perkawinan dapat batal apabila: 
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a. Suami melakukan perkawinan sedangkan ia tidak berhak melakukan akad 
nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari 
keempat istrinya itu dalam iddah talak raj‟i. 
b. Seseorang menikahi istrinya yang telah dili‟annya. 
c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi talak tiga kali talak 
olehnya kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang 
kemudian bercerai lagi ba‟da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa 
iddahnya. 
d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah 
semenda dan sesusuan sampai derejat tertentu yang menghalangi perkawinan 
menurut pasal 8 Undnag-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: 
1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas. 
2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara 
antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara 
neneknya. 
3) Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah 
tirinya. 
4) Berhubungan sesusuan yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara 
sesusuan dan bibi atau paman sesusuan. 




Selanjutnya pasal 71 menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan 
apabila: 
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a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. 
b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri 
pria lain yang mafqud. 
c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam „iddah dari suami lain. 
d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan 
dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. 
e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak 
berhak. 
f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.16 
3. Tata cara pembatalan perkawinan 
Menurut pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan dan pasal 73 kompilasi hukum islam telah mengatur, menyatakan 
bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: 
a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri. 
b. Suami atau istri. 
c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. 
d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-undang ini dan setiap 
orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan 
tersebut tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. 
Sedangkan pasal 25 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 
telah mengatur tentang permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada 
Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat 
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tinggal kedua suami istri, suami atau istri.
17
 Sedangkan dalam pasal 74 kompilasi 
hukum Islam juga telah mengaturnya sebagai berikut: 
a. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama 
yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan 
dilangsungkan. 
b. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya 
perkawinan. 
Pengajuan pembatalan perkawinan dan pemanggilan untuk pemeriksaan 
permohonan pembatalan perkawinan telah diatur dalam Bab VI pasal 38 Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa tata cara pengajuan pembatalan 
perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan perceraian. Adapun cara 
mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yaitu sebagai berikut: 
a. Pemohon atau kuasa hukum datang ke Pengadilan Agama bagi yang 
beragam Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama Non muslim 
untuk mendaftarkan perkaranya (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 
pasal 73). 
b.  Kemudian Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis atau kepada 
ketua Pengadilan (HIR pasal 118 ayat (1) atau Rbg pasal 142 ayat (1) dan 
segaligus membayar uang muka bagi perkara kepada bendahara khusus dan 
selanjutnya menunggu panggilan sidang dari Pengadilan. 
c. Pemohon dan suami beserta istri barunya sebagai Termohon harus datang 
menghadiri sidang Pengadilan berdasarkan surat panggilan dari Pengadilan 
atau dapat juga diwakili oleh kuasa hukum yang ditunjuk (Undang-undang 
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Nomor 7 Tahun 1989 pasal 82 ayat (2), Peraturan pemerintah Nomor 9 
Tahun 1975 pasal 26, 27 dan 28 Jo, HIR pasal 121,124,125). 
d. Kemudian Pemohon dan Termohon secara pribadi atau melalui kuasa 
hukumnya wajib membuktikan kebenaran dari isi atau dalil-dalil 
permohonan pembatalan perkawinan atau tuntutan dimuka sidang 
Pengadilan berdasarkan alat bukti berupa surat-surat, saksi-saksi, 
pengakuan salah satu pihak, persangkaan hakim dan sumpah salah satu 
pihak (HIR pasal 164 dan Rbg pasal 268). 
e. Selanjutnya hakim memeriksan dan memutus perkara tersebut. 
f. Pemohon dan Termohon menerima akta pembatalan perkawinan dari 
Pengadilan. 
g. Setelah Pemohon menerima akta pembatalan, kemudian Pemohon meminta 
penghapusan pencatatan perkawinan dibuku register Kantor Urusan Agama 
(KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS). 
C. Tinjauan Izin Poligami 
1. Pengertian Poligami 
Kata-kata “poligami‟ terdiri dari kata “poli” dan “gami”. Secara etimologi, 
poli artinya “banyak” dan gami artinya “istri”. Jadi, poligami itu artinya beristri 
banyak. Secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih 
dari satu istri atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang tetapi dibatasi 
paling banyak empat orang.
18
 Poligami dalam istilah fikih disebut dengan ta‟ 
addud al-zawaj (seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang).
19
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Dalam Kamus Besar Indonesia (KBBI) kata poligami diartikan sebagai 
sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa 
lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. 
Menurut para ahli sejarah poligami mula-mulanya dilakukan oleh raja-raja 
pembesar Negara dan orang-orang kaya. Pada masa itu mereka mengambil 
beberapa dari wanita, ada yang dikawini dan ada sebagai pelampiasan hawa 
nafsunya akibat perang dan banyak anak gadis yang diperjual belikan dan diambil 
sebagai pelayan.  
Para pendapat fuqaha dan ulama modern yang menafsirkan hukum poligami 
sebagai berikut: 
a. Menurut Muhammad Abduh mengatakan bahwa poligami merupakan suatu 
perbuatan yang haram jika tujuannya hanyalah kesenangan, akan tetapi jika 
alasannya karena tuntutan zaman atau darurat maka kemungkinan dibolehkan 
untuk melakukakannya tetap saja ada. Abduh juga menyinggung perilaku 




b. Menurut Sayyib Qutub mengatakan bahwa poligami adalah suatu perbuatan 
rukhsah maka dapat dilakukan hanya dalam keadaan darurat dan benar-benar 
mendesak. 
c. Menurut Al-Jashshash mengatakan bahwa poligami bersifat mubah, kebolehan 
yang disertai syarat kemampuan berlaku adil diantara para isterinya. 
Poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) 
mengawini beberapa lebih dari satu isteri dalam waktu yang bersamaan, bukan 
saat ijab kabul saja melainkan juga dalam menjalani hidup berkeluarga. 
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Dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinnan yang dilakukan lebih 
dari satu dengan batasan, dibolehkan hanya sampai empat. Tetapi menurut 
Muhammad Baqir Al-Habsyi berpendapat bahwa dalam Al-Qur‟an tidak ada satu 
ayat pun yang memerintahkan atau menganjurkan poligami, sebutan tentang hal 
itu dalam QS. An-Nisa ayat 3 hanyalah sebagai informasi sampingan dalam  
kerangka perintah Allah agar memperlakukan sanak keluarga terutama anak-anak 
yatim dan harta bersama dengan perlakuan yang adil.
21
 
2. Izin poligami 
Izin poligami ialah permohonan izin yang diajukan oleh suami di 
Pengadilan Agama untuk beristri lebih dari seorang. Adapun prosedurnya adalah 
sebagai berikut: 
a. Suami yang telah memiliki seorang istri yang menghendaki kawin lagi 
(Pemohon), harus mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan. 
b. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal Pemohon. 
c. Permohonan harus memuat: 
 1)  Identitas para pihak (Pemohon dan Termohon). 
 2) Posita yaitu dalil atau alasan-alasan yang mendasari diajukannya dan 
terdapat rincian jumlah penghasilan, harta kekayaan dan identitas calon 
isteri. 
 3)  Petitum yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan. 
 4) Alasan izin poligami harus mencakup salah satu dari alasan-alasan yang 
tercantum pada pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 4 ayat (2) UU 
No. 1 Tahun 1974 yaitu: 
a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri 
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b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan 
c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan 
5) Untuk mendapatkan izin pengadilan agama, harus memenuhi syarat-syarat 
yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yaitu: 
Kompilasi hukum Islam pasal 56 adalah sebagai berikut: 
a) Adanya persetujuan dari istri 
b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup 
istri-istri dan anak-anak mereka. 
c) Adanya jaminan bahwa akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak 
mereka. 
Adapun yang telah diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 56 adalah sebagai 
berikut: 
a. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari 
Pengadilan Agama. 
b. Pengajukan permohonan izin yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut 
tata cara sebagaimana telah diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 
Tahun 1975. 
c. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin 
dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.
22
 
D. Pengadilan Agama 
Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi 
rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu 
yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama 
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sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan 
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.
23
 
Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman 
yang ikut berfungsi dan berperang menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, 
dan kepastian hukum mengenai perkara perdata Islam tertentu seperti dalam 
bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibat, wakaf, zakat, infaq, sadaqah, dan 
ekonomi syariah bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam.
24
 Adapun 
asas-asas hukum acara peradilan agama antara lain sebagai berikut: 
1. Peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama islam 
(pasal 1 ayat 1 dan pasal 49 UU RI No. 3 tahun 2006 jo UU RI No. 50 tahun 
2009. 
2. Peradilan agama menetapkan dan menegakkan hokum dan keadilan 
berdasarkan pancasila dan UUD Negeara RI tahun 1945 (pasal 2 ayat 2 UU 
RI No. 48 tahun 2009. 
3. Peradilan dilakukan dengan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa 
(pasal 2 ayat 1 UU RI No. 48 tahun 2009, pasal 57 ayat 1 UU RI No. 7 tahun 
1989. 
4. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya rinngan (pasal 2 ayat 
4 UU RI No. 48 tahun 2009, pasal 57 ayat 3 UU RI No. 7 tahun 1989). 
5. Peradilan dilakukan menurut hukum dan tidak membedakan orang (pasal 4 
ayat 1 UU RI No. 48 tahun 2009, pasal 58 ayat UU RI No. 7 tahun 1989, 
pasal HIR/142 Rbg) 
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6. Beracara dikenakan biaya (pasal 121 ayat 1 HIR atau pasal 145 ayat 4 RBg, 
pasal 89-91 UU No. 7 tahun 1989). 
7. Hakim pasif (pasal 118 ayat 1 HIR atau pasal 142 ayat 1 RBg). 
8. Persidangan terbuka untuk umum (pasal 13 ayat 2 UU RI No. 48 tahun 2009, 
pasal 59 ayat 1 UU RI No. 7 tahun 1989). 
9. Penetapan dan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila 
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (pasal 13 ayat 2 dan 3 UU RI 
No. 48 tahun 2009). 
10. Berperkara tidak harus lewat pengaacara (pasal 118 ayat 1, pasal 123 HIR 
atau Pasal 142 ayat 1, pasal 14 RBg). 
11. Para pihak berhak mendapat bantuan hukum (pasal 56 dan 57 UU RI No. 48 
tahun 2009). 
12. Pihak tergugat atau termohon wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya 
putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya berkekuatan hukum 
(pasal 8 UU RI No. 48 tahun 2009). 
13. Penyitaan hanya dapat dilakukan atas perintah tertulis dari hakim dalam hal-
hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. 
14. Hakim wajib mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya (pasal 10 UU 
RI No. 48 tahun 2009). 
15. Putusan hakim disertai  (pasal 50 ayat 1 nomor UU RI No. 48 tahun 2009, 
pasal 178 ayat 1 HIR, pasal 62 ayat 1 UU RI No. 7 tahun 1989). 
16. Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia (pasal 14 ayat 1 UU RI No. 
tahun 2009).         
17. Tiap-tiap pemeriksaan dan perbuatan hakim dalam penyelesaian perkara 
harus dibuat berita acara (pasal 186 HIR, pasal 97 UU No. 7 tahun 1989, 





18. Terhadap setiap putusan/penetapan diberikan jalan upaya hukum menurut 




Fungsi dari Pengadilan Agama diantaranya adalah sebagai berikut: 
a) Fungsi administrasi adalah menyelenggarakan administrasi peradilan 
(tekhnis dan persidangan) dan administrasi umum seperti keuangan, 
kepegawaian, dan perlengkapan umum. 
b) Fungsi mengadili (judicial power) ialah menerima, memeriksa, mengadili 
dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan 
Agama dalam tingkat pertama. 
c) Fungsi pembinaan ialah memberikan pengarahan,bimbingan, dan petunjuk 
kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik 
menyangkut tekhnis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi 
umum, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. 
d) Fungsi pengawasan ialah mengadakan pengawasan melekat atas 
pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, sekretaris, panitera pengganti, 
jurusita dan dibawah jajarannya supaya peradilan diselenggarakan dengan 
seksama dan sewajarannya. 
e) Fungsi nasehat ialah memberikan pertimbangan dan nasehat hukum islam 
kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya jika diminta. 
E. Perspektif Imam Syafi’i dan Imam Hanafi Tentang Kedudukan Anak 
Dalam Kandungan 
Imam Syafi‟i berijtihad dalam menentukan batas maksimal masa anak 
dalam kandungan ialah empat tahun yang merupakan hasil dari proses urf. Urf 
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ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan suatu kebiasaan dikalangan 
mereka baik berupa  perkataan maupun perbuatan. Oleh karena itu, Imam asy-
Syafi‟i semasa hidupnya pernah menjumpai seorang wanita yang mengandung 
sampai empat tahun seperti kasus ad-Dhahhak yang sewaktu dia dilahirkan ia 
sudah bergigi dua biji dan pandai ketawa.
26
 
Akan tetapi masa kandungan yang lebih dari Sembilan bulan adalah suatu 
hal yang jarang terjadi ditengah masyarakat. Jadi didalam ushul fiqh hal ini 
dinamakan urf apabila hanya ditinjau dari lingkup berlakunya saja dinamakan urf 
khash yang merupakan urf yang hanya berlaku pada tempat dan masa atau 
keadaan tertentu saja. 
Imam Syafi‟i juga mengatakan bahwa apabila anak tersebut lahir lebih dari 
6 bulan dari akad pernikahan ibu bapaknya maka anak itu dinasabkan kepada laki-
laki yang mengawini ibunya. Tetapi, jika anak tersebut dilahirkan kurang dari 6 
bulan dari perkawinan ibu bapaknya maka anak itu dinasabkan hanya kepada 
ibunya. 
Sedangkan Imam Abu Hanifah dalam berijtihad untuk menentukan batas 
usia maksimal masa kandungan yaitu dua tahun berdasarkan fatwa sahabat yaitu 
perkataan Aisyah yang mengatakan bahwa batas masa kandungan tidak mungkin 
lebih dari dua tahun. Adapun dua macam pendapat dari sahabat yang dapat 
dijadikan hujjah ialah pendapat para sahabat yang diduga kuat bahwa pendapat 
tersebut sebenarnya berasal dari Rasulullah, dan  pendapat para sahabat yang tidak 
saling menyalahkan dengan sahabat lain. Bahwa pada dasarnya sahnya anak 
dilihat dari siapa yang menuai. Apabila anak tersebut dilahirkan oleh ibunya yang 
sudah menikah dengan laki-laki yang telah menghamilinya maka status anak 
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tersebut ialah sah dan memiliki hubungan nasab dengan laki-laki (bapaknya) yang 
menghamili ibunya. 
Menurut Imam Abu Hanifah dalam memahami arti lafal “nikah” menurut 
hakikatnya adalah setubuh, apabila setiap anak yang lahir akan dihubungkan 
nasabnya kepada laki-laki yang memiliki bibit. Jadi konsekuensi dari asal 
terjadinya hubungan intim (seksual) yang mengakibatkan lahirnya bayi, maka 
bayi tersebut adalah anak dari laki-laki yang mengakibatkan terjadinya kehamilan. 
Adapun hak janin yang masih berada dalam kandungan adalah fitrah, tiada 
suatu makhluk yang dapat memberikan kematian yang lain, sebab itu semua 
hanya milik Allah swt. 
1. Hak waris 
Anak dalam kandungan dikatakan ahli waris karena ia adalah ahliyatu 
alwujub yang merupakan orang yang dapat menerima hak yang berkaitan dengan 
dirinya namun belum mampu melaksanakan kewajiban. Pembagian harta waris 
untuk anak dalam kandungan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: menunggu 
membagikannya sebelum lahir atau menunggu sampai anak itu lahir. Menurut 
pandangan Imam Syafi‟i berpendapat bahwa pembagian harta waris  untuk bagian 
anak dalam kandungan  tidak ditentukan dan bagi dari ahli waris lain diberikan 
bagiannya paling kecil dari harta  peninggalan.
27
 Sedangkan pandangan Imam 
Abu Hanifah ialah pembagian harta peninggalan jika dilakukan sebelum anak 
dalam kandungan lahir, maka bagiannya diperhitungkan sebanyak empat orang 
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Adapun menurut pendapat Imam Syafi‟i bahwa apabila seorang anak yang 
dilahirkan hidup kemudian langsung meninggal (wafat), maka anak itu bukanlah 
termasuk ahli waris jika ia belum keluar sepenuhnya dari Rahim ibunya. 
Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah ialah apabila sebagian besar 
anggota tubuh dari anak itu telah keluar kemudian ia meninggal (wafat) maka 
anak itu tetap sebagai ahli waris. 
2. Hak hidup janin 
Janin yang akan hidup ke dunia mempunyai hak hidup yang tidak dapat 
diganggu gugat kecuali oleh pemberi hidup. Selama janin itu hidup dalam 
kandungan berhak memperoleh perlindungan, keselamatan dan bekal 
pertumbuhannya. Seorang ibu harus benar-benar menjaga agar kandungannya 
dapat sehat dan hidup ke dunia dengan cara menjaga kesehatan. 
3. Hak nafkah 
Para ulama mazhab berpendapat tentang apakah anak dalam kandungan 
mendapatkan nafkah. Diantara ulama mazhab memiliki kesamaan pendapat bahwa 
bayi yang dikandung oleh ibunya dapat memperoleh nafkah. Bahwa kewajiban 
membiayai anak yang masih kecil tidak hanya berlaku selama orangtuanya masih 
terikat dalam pernikahan saja, tetapi akan selalu berlanjut memberikan nafkah  
setelah terjadinya perceraian. 
4. Hak wasiat 
Wasiat yang diberikan untuk janin menurut fuqaha hukumnya sah, tetapi 
apabila janin itu lahir nantinya harus lahir dalam keadaan hidup karena mereka 
berpendapat bahwa wasiat sama berlakunya dengan warisan. Sebab bayi yang 
masih dalam kandungan berhak memperoleh warisan maka janin juga berhak 







A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 
1.   Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian field 
Research kualitatif dengan deskriptif analisis. Penelitian field Research kualitatif 
suatu tahapan penelitian dengan melakukan pengumpulan data primer sebagai 
data pendukung bagi data sekunder dengan cara melakukan wawancara langsung 
dengan hakim di Pengadilan Agama Makassar dan deskriptif  analisis 
menggambarkan suatu keadaan dan mengungkapkan faktor  gejala yang diteliti, 
kemudian dianalisis melalui peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum 
yang berkaitan dengan objek penelitian untuk mendapatkan data yang konkrit.
1
  .  
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Agama Klas IA Makassar yang 
terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan karena adanya kasus perkawinan yang 
dibatalkan karena tidak ada izin poligami yang berdampak pada anak yang masih 
dalam kandungan akibat adanya perkawinan tersebut sehingga peneliti tertarik 
meneliti kasus tersebut. 
B.   Pendekatan Penelitian 
Adapun pendekatan penelitian yang digunakan ialah sebagai berikut: 
a. Pendekatan yuridis normatif  
 Adapun pendekatan peneliti yang digunakan adalah  pendekatan yuridis  
normatif. pendekatan yuridis  normatif  adalah penelitian yang mengacu pada 
norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan 
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pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
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Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah undang-undang yang bersangkutan 
dengan kasus yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang 
mempunyai kekuatan hukum tetap.  
b. Pendekatan sosiologis (empiris)  
Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan sosiologis  yaitu 
penelitian yang berdasarkan fakta yang sosial dan didukung dengan literatur-
literatur yang berkaitan dengan batalnya perkawinan karena penelitian ini 
dilakukan ditempat tertentu di Pengadilan Agama Makassar.
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C. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam pengumpulan data ini, 
yakni : 
1. Sumber data primer  
Sumber data primer ialah data-data yang didapatkan secara 
langsung dari sumber pertama.
4
 Data primer ini diperoleh dari hasil 
wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Makassar. 
2. Sumber data sekunder 
Sumber data sekunder ialah data yang diperoleh langsung melalui 
studi kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, peraturan 
perundang-undangan, jurnal, skripsi dan buku-buku yang berkaitan dengan 
permasalahan yang diteliti. 
3. Sumber data tersier 
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 Sumber data tersier ialah suatu kompilasi antara sumber data 
primer dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui direktori dan 
jurnal yang berkaitan dengan penelitian. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Peneliti menggunakan metode pengumpulan data, yaitu : 
1. Wawancara  
Wawancara adalah melakukan suatu percakapan yang diarahkan pada 
masalah yang akan diteiliti dengan proses tanya jawab secara lisan dimana dua 
orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Dalam hal ini peneliti 
mewawancarai hakim Pengadilan Agama Makassar sebagai informan. 
2. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan cara yang digunakan peneliti untuk 
mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi ini sebagai 
pendukung untuk mendapatkan bukti yang berbentuk surat-surat dan foto-foto 
yang bersangkutan dengan penelitian ini. 
E. Instrumen Penelitian 
Adapun instrumen penelitian yang digunakan peneliti ialah : 
1. Pedoman wawancara ialah mewawancarai hakim Pengadilan Agama 
Makassar dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dan catatan untuk 
memudahkan dan mendapatkan data dan informasi yang akurat. 
2. Alat perekam (handphone) yang berfungsi merekam seluruh percakapan 
peneliti dan narasumber. 
3. Alat tulis yang berfungsi untuk mencatat informasi-informasi yang 
didapatkan dari narasumber. 






F. Tekhnik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Pengolahan data 
a. Reduksi Data adalah proses yang dilakukan untuk pemilihan data seperti  
mengubah rekaman data menjadi suatu pola yang lebih luas dan mudah 
untuk dipahami. 
b. Penyajian data ialah mengumpulkan data yang didapat dengan cara 
memasukkan data dalam bentuk matriks. 
c. Pengambilan kesimpulan ialah mencari simpulan mulai dari awal 
pengumpulan data atau reduksi data dan disajikannya data. 
2. Analisis Data 
Analisis data dilakukan dengan proses  mengolah data hasil dari penelitian 
dengan mengurutnya kedalam pola dan satu uraian besar yang bertujuan untuk 
menyederhanakan data ke bentuk yang lebih mudah dimengerti dan mudah 
dibaca. Dari analisis data yang didapatkan dibuatlah sebuah kesimpulan. 
G.  Pengujian Keabsahan Data 
Pengujian keabsahan data sangat penting dilakukan agar data yang diperoleh di 
lapangan pada saat penelitian bisa dipertanggungajawabkan. Pengujian keabsahan 
data diuji melalui  kredibilitas yaitu dengan melakukan cara sebagai berikut: 
1. Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk menguji kredibilitas data yang 
sudah diperoleh, apakah data yang sudah diperoleh sudah benar atau tidak. 
2. Meningkatkan  ketekunan dengan melakukan pengamatan secara cermat 
dan berkesinambungan agar data yang didapatkan sudah pasti dan benar. 
3. Menggunakan bahan referensi sebagai pendukung untuk membuktikan 
data yang telah diperoleh oleh peneliti  seperti adanya rekaman 






BAB IV   
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Profil Pengadilan Agama Klas IA Makassar 
1. Sejarah Pengadilan Agama Klas IA Makassar 
Peradilan Agama adalah kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, 
mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, 
wasiat, hibah, wakaf, shodaqah dan ekonomi syariah diantara orang-orang islam 
untuk menegakkan hukum dan keadilan. 
Penyelenggaraan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama 
pada tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama pada tingkat banding 
sedangkan pada tingkat kasasi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sebagai 
Pengadilan Negara Tertinggi. 
Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan Peradilan yang 
diakui eksistensinya dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang 
pokok-pokok kekuasaan kehakiman dan yang terakhir telah diganti dengan 
Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang 
merupakan lembaga peradilan khusus yang ditunjukkan kepada umat islam 
dengan lingkup kewenangan yang khusus pula, baik perkaranya ataupun para 
pencari keadilannya (justiciabel). Disamping Pengadilan Agama ada juga 
peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang termasuk Peradilan 
khusus. 
Undang-Undang RI Nomor 7 ini disahkan dan diundangkan tanggal 29 
Desember Tahun 1989 dan ditempatkan dalam lembaran Negara RI Nomor 49 
tahun 1989 dan tambahan dalam lembaran Negara nomor 3400. Isi dari undang-






a. Sebelum PP. Nomor 45 Tahun 1957 
Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Makassar tidak diawali dengan 
Peraturan Pemerintah (PP. Nomor 45 Tahun 1957), akan tetapi sejak zaman 
dahulu, sejak zaman kerajaan atau sejak zaman penjajahan Belanda, namun pada 
waktu itu bukanlah seperti sekarang ini adanya. Dahulu kewenangan seorang Raja 
untuk mengangkat seorang pengadil disebut sebagai Hakim, akan tetapi setelah 
masuknya Syariah Islam, maka Raja kembali mengangkat seorang Qadhi. 
Kewenangan Hakim diminimalisir dan diserahkan kepada Qadhi atau hal-
hal yang menyangkut perkara Syariah Agama Islam. Wewenang Qadhi ketika itu 
termasuk cakkara atau pembagian harta gono-gini karena cakkara berkaitan 
dengan perkara nikah. 
Pada zaman penjajahan Belanda sudah terbagi yuridiksi Qadhi, yaitu 
Makassar, Gowa dan lain-lain. Qadhi pertama di Makassar adalah Maknun Dg. 
Manranoka bertempat tinggal di kampung Laras, Qadhi lain yang dikenal ialah 
K.H Abd. Haq dan Ince Moh. Sholeh dan Ince Moh. Sholeh adalah Qadhi 
terakhir, jabatan Ince Moh. Sholeh disebut Acting Qadhi. Qadhi dahulu 16 
berwenang dan berhak mengangkat sendiri para pembantu-pembantunya guna 
menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugasnya dan pada zaman 
pemerintahan Belanda saat itu dipimpin oleh Hamente. 
Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makassar terbentuk pada tahun 
1960, yang meliputi wilayah Maros, Takalar dan Gowa, karena pada waktu itu 
belum ada dan belum dibentuk diketiga daerah tersebut, jadi masih disatukan 
dengan wilayah Makassar. 
Sebelum terbentuknya Mahkamah Syariah yang kemudian berkembang 
menjadi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, maka dulu yang mengerjakan 





rumah tinggalnya sendiri. Pada masa itu ada dua kerajaan yang berkuasa di 
Makassar yaitu kerajaan Gowa dan kerajaan Tallo dan dahulu Qadhi diberi gelar 
Daengta Syeh kemudian gelar itu berganti menjadi Daengta Kalia. 
b. Sesudah PP. Nomor. 45 Tahun 1957   
Setelah keluarnya PP. Nomor 45 Tahun 1957, maka pada tahun 1960 
terbentuklah Pengadilan Agama Makassar yang waktu itu disebut “Pengadilan 
Mahkamah Syariah” adapun wilayah Yurisdiksinya dan keadaan gedungnya 
seperti diuraikan pada penjelasan berikut:  
2. Letak Geografis  
Semenjak dari awal berdirinya hingga sampai tahun 1999 Pengadilan 
Agama Klas 1A Makassar telah mengalami perpindahan gedung kantor sebanyak 
enam kali. Pada tahun 1976 telah memperoleh gedung permanen seluas 150 m2 
untuk rencana pembangunan lima tahun, akan tetapi sejalan dengan 17 
perkembangan zaman, peningkatan jumlah perkara yang meningkat dan 
memerlukan jumlah personil dan SDM yang memadai maka turut andil 
mempengaruhi keadaan kantor yang butuh perluasan serta perbaikan sarana dan 
prasarana yang menunjang dan memadai, maka pada tahun 1999 Pengadilan 
Agama Makassar merelokasi lagi gedung baru dan pindah tempat ke Gedung baru 
yang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.14 Daya Makassar dengan luas 
lahan (Tanah) 2.297 M2 dan Luas Bangunan 1.887,5 M2.  
a. Luas Wilayah  
Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Kota Makassar 
mempunyai batas-batas seperti berikut:  
1) Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar  
2) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros  
















Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makassar 
dahulu hanya terdiri 9 (Sembilan) Kecamatan selanjutnya berkembang menjadi 14 
(Empat Belas) Kecamatan.  
b. Struktur Pengadilan Agama Makassar   






c. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Kelas IA Makassar  
1) Visi  
“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR YANG  
BERSIH, BERWIBAWA, DAN PROFESIONAL DALAM  
PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN MENUJU SUPREMASI  
HUKUM.”  
Pengadilan Agama Makassar yang bersih, mengandung makna bahwa 
bersih dari pengaruh non hukum baik berbentuk kolusi, korupsi dan nepotisme, 
maupun pengaruh tekanan luar dalam upaya penegakan hukum. Bersih dan bebas 
KKN merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada era reformasi. 
Terbangunnya suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum 
menjadi prasyarat untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa.   
Berwibawa, mengandung arti bahwa Pengadilan Agama Makassar ke 
depan terpercaya sebagai lembaga peradilan yang memberikan perlindungan dan 
pelayanan hukum sehingga lembaga peradilan tegak dengan kharisma sandaran 
keadilan masyarakat.  
Profesionalisme, mengandung arti yang luas, profesionalisme dalam 
proses penegakan hukum, profesionalisme dalam penguasaan ilmu pengetahuan 
hukum dan profesionalisme memanajemen lembaga peradilan sehingga hukum 
dan keadilan yang diharapkan dapat terwujud. Jika hukum dan keadilan telah 
terwujud maka supremasi hukum dapat dirasakan oleh segenap masyarakat. 
Berdasarkan visi Pengadilan Agama Makassar yang telah ditetapkan 
tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Makassar untuk 
mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Agama tersebut adalah :  
 Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses peradilan. 





 Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen peradilan. 
 Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.     
2)  Misi  
a) “Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses” 
mengandung makna bahwa untuk mewujudkan lembaga peradilan yang 
bersih, berwibawa dan profesionalisme, maka pelaksanaan proses peradilan 
harus diwujudkan dengan transparan. Wujudnya nyata transparan adalah 
proses yang cepat, sederhana dan biaya murah. Misi tersebut merupakan 
langkah antisipatif terhadap euforia reformasi hukum yang selalu 
didengungkan masyarakat. Apatisme masyarakat terhadap peradilan yang 
selalu menganggap bahwa proses ke Pengadilan akan selalu lama, berbelit-
belit dan memakan waktu dan biaya yang mahal harus ditepis dengan misi 
tersebut, misi tersebut juga sesuai dengan kehendak peraturan perundang-
undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman"  
b) “Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan”. Pembinaan 
merupakan tindakan antisipatif, yang merupakan upaya meningkatkan sumber 
daya manusia dalam memberikan pelayanan hukum secara maksimal kepada 
masyarakat. Pengawasan merupakan tindakan untuk: (1). menjaga agar 
pelaksanaan tugas lembaga sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; (2). mengendalikan agar administrasi 
peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya dan aparat peradilan 
melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya; (3). menjamin terwujudnya 
pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi : 
kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara 





upaya preventif terhadap peluang atau kesempatan pelanggaran, sedangkan 
pengawasan yang efektif mempunyai sasaran penyelesaian masalah secara 
tepat dan cepat terhadap berbagai temuan penyimpangan dan pengaduan dari 
masyarakat. Pengawasan yang terencana dan efektif diharapkan dapat 
mengurangi sorotan dan kritikan terhadap lembaga peradilan"  
c) “Mewujudkan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan”. Administrasi 
dan manajemen merupakan sarana pencapaian tujuan. Pola administrasi dan 
manajemen yang baik akan mendorong percepatan terwujudnya visi dan misi. 
Pengetaatan dan disiplin terhadap administrasi dan manajemen yang telah 
ditetapkan merupakan hal urgen, perubahan birokrasi atau reformasi birokrasi 
dalam tubuh lembaga peradilan merupakan jalan menuju reformasi hukum"  
d) “Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum”. Yang mengandung makna 
bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin 
penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana 
tersebut mencakup sarana gedung, sarana organisasi yang baik, sarana 
peralatan yang memadai, sarana keuangan yang cukup dan lain-lain"   
B. Pandangan Hakim Terhadap Kedudukan Anak Dalam Kandungan Dari 
Perkawinan Yang Dibatalkan Karna Tidak ada Izin Poligami Di 
Pengadilan Agama Klas IA Makassar   
Dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan 
bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh 
mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang 
suami (asas monogami), tetapi realita yang terjadi dalam masyarakat banyak yang 
melakukan poligami. Sedangkan dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang 
perkawinan ini menyatakan bahwa Pengadilan dapat memberikan izin kepada 





pihak yang bersangkutan. Tetapi realitanya pun masih ada yang melakukan 
poligami liar yang dimana seorang suami melakukan poligami tanpa izin istri dan 
tanpa izin Pengadilan.  
Salah satunya kasus pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan 
Agama Makassar dengan putusan No. 310/Pdt.G/2015/PA.Mks, seorang pria 
melakukan perkawinan dengan seorang wanita tanpa sepengetahuan dan tanpa 
izin istri pertama maupun tanpa izin Pengadilan. Perkawinan tersebut terjadi 
karena secara diam-diam pasangan yang dibatalkan perkawinannya itu melakukan 
pernikahan baru dan akad baru dengan cara menikah siri, dan seorang pria 
tersebut memberikan keterangan yang tidak benar yang mengaku status jejaka 
padahal pria tersebut telah beristri dan masih terikat perkawinan yang sah dengan 
istri pertama maka dipandang dengan sudut perkawinan dalam undang-undang 
perkawinan nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan tersebut tidak sah dan tidak 
memenuhi syarat dan tidak ada izin poligami dari istri pertama dan istri pertama 
tersebut belum diceraikan. Dalam hal ini harus dilakukan pembatalan perkawinan 
sebagaimana tercantum dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-
syarat pada saat melakukan perkawinan. Jadi perkawinan yang dibatalkan tersebut 
bisa kembali menjadi suami istri dengan cara melakukan akad yang baru dan mas 
kawin yang baru tetapi suami tersebut harus menceraikan istri pertama sebelum 
menikah dengan istri kedua tersebut. 
Bahwa dalam putusan No. 310/Pdt.G/2015/PA.Mks terdapat bantahan dari 
pihak istri kedua yang mengatakan jangan dibatalkan karena ada anak yang 
sementara ini ada dalam kandungan. Tetapi ammar putusan tersebut mengabulkan 
pembatalan pernikahan ini karena sangat dilematis terkait adanya kepentingan istri 





berhadapan dengan kepentingan istri kedua mungkin wajar dikalahkan, tetapi 
pada saat berhadapan dengan kepentingan anak yang akan lahir itu akan menjadi 
persoalan bahwa pengadilan harus punya keputusan yang tegas, apapun 
keputusannya yang jelas harus ada keputusan bagaimana status anak itu 
sebenarnya. Tetapi karena inti dari gugatan ini adalah pembatalan pernikahan jadi 
mengenai adanya bantahan terhadap anak yang dikandung itu menjadi suatu 
persoalan, walaupun dalam putusan tersebut tidak memberikan keputusan dan 
ketegasan karena subtansi dari gugatan ini adalah mengenai pembatalan 
pernikahan tentang bisa tidak putusan ini dibatalkan. 
Menurut hukum perkawinan Islam, anak sebagai hasil dari suatu 
perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu 
keluarga. Dalam islam anak adalah anak yang dilahirkan yang tercipta melalui 
ciptaan Allah dengan perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan.  
Anak juga diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan.
1
 Menurut undang-undang No. 23 
Tahun 2002 anak adalah “amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang 
senantiasa  harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-
hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.
2
 
Untuk melihat bagaimana kedudukan anak dalam kandungan setelah 
batalnya perkawinan karena tidak ada izin poligami menurut hasil wawancara 
penulis dengan hakim Pengadilan Agama Makassar yang bernama bapak Drs. 
Syahidal mengatakan bahwa: 
“Terkait masalah anak yang masih dalam kandungan ini, perlu ada 
pemikiran yang pasti dan jelas, butuh pembuktian bahwa janin tersebut 
adalah janin dari pasangan suami istri tersebut, karena boleh jadi bukan 
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suami yang menghamilinya. Tetapi secara subtansi bahwa janin yang ada 
ini tentu yang paling urgensi yang paling menjadi akar dari permasalahan 
ini untuk melihat apakah anak ini layak dianggap sebagai anak dari kedua 
suami istri tersebut. Tentu kita tidak sekedar hanya melihat bahwa  nanti 
anak itu lahir baru dikatakan, itu anak yang dilahirkan dalam pernikahan 
yang dibatalkan. Yang menjadi persoalan yaitu janin itu sendiri. Sepanjang 
janin itu sudah difaktakan bahwa janin itu adalah hasil berdua dari 
pasangan suami istri dan janin itu menjadi bayi yang akan lahir walaupun 
hanya sebatas pernikahan yang dibatalkan. Kalau saya melihat persoalan 
ini apabila terbukti seperti itu, bahwa itu bisa diterapkan dengan 
pengembangan. Karena hakim di pengadilan dituntut untuk tidak hanya 
mampu memahami suatu aturan secara normatif saja, hakim juga 
diharuskan untuk mampu memberikan penafsiran suatu aturan yang pasti 
adanya, apakah aturan normatif itu bersifat mempersempit makna aturan 
itu atau memperluas. Jadi menurut saya bahwa pembatalan pernikahan itu 
tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dari perkawinan itu bisa 
diperluas makna normatifnya bahwa bukan saja yang dimaksud anak yang 
lahir dari perkawinan yang dibatalkan itu tetapi anak yang sudah jadi itu 
(janinnya itu ada dalam kandungan ibu yang melahirkannya). jadi 
pembatalan pernikahan itu tidak berlaku surut terhadap status anak 
sehingga anak itu harus dianggap sebagai anak dari kedua orang tua 
tersebut, sehingga ayah tetap bertanggungjawab punya hak keperdataan 
kewajiban hukum untuk membiayai anak yang masih dalam kandungan 
yang perkawinannya dibatalkan oleh pengadilan”. Sekiranya tidak 
dipersoalkan apabila ayahnya tetap bertanggungjawab terhadap anak ini, 
tetapi akan menjadi sengketa hukum apabila ayahnya mengingkari anak itu 
sebagai status anak yang harus dipertanggung jawabkan.
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Bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak 
yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, walaupun perkawinan kedua orang 
tuanya  telah diputuskan dibatalkan oleh pengadilan, tetapi putusan pengadilan 
tidak mempengaruhi kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut 
dan tetap menganggap anak yang sah yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang 
sah dan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang 
tuanya. Perkawinan yang telah dibatalkan tetap menimbulkan akibat hukum baik 
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terhadap suami istri maupun anak, apabila perkawinan tersebut dilangsungkan 
dengan itikad baik. 
Hal ini ditegaskan dalam kompilasi hukum Islam dalam pasal 75 dan pasal 
76 menyatakan bahwa anak-anak tetap menjadi anak yang sah sehingga 
pembatalan perkawinan tidak akan memutus hubungan hukum antara anak dengan 
orang tuanya. Karena kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak 
mereka dengan sebaik-baiknya meskipun perkawinan mereka telah dibatalkan 
oleh pengadilan. 
 Dalam kententuan pasal 28 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 
menetukan bahwa batalnya suatu perkawinan dihitung sejak saat berlangsungnya 
perkawinan. Apabila perkawinan tersebut dilangsungkan menurut agama Islam, 
maka batalnya perkawinan dihitung sejak terjadinya ijab qobul, sejak itu 
perkawinan dianggap tidak pernah ada. 
Jadi meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, maka tidak 
serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah 
dilaksanakan. Menurut pasal 28 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa 
putusan tentang pembatalan perkawinan yang dijatuhkan oleh hakim tidak berlaku 
surut terhadap: 
a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut 
b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta 
bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain 
yang terlebih dahulu. 
c. Orang ketiga lainnya yang tidak termasuk dua pihak diatas, sepanjang mereka 
memperoleh hak-hak mereka dengan itikad baik sebelum keputusan tentang 
pembatalan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
4
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Jadi menurut kompilasi hukum islam dan undang-undang perkawinan, 
anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan adalah anak sah dari kedua orang 
tuanya. Meskipun tidak ada penetapan mengenai keabsahan anak itu, tetapi anak 
tersebut tetaplah anak sah dari kedua orang tuanya. Karena kedua orang tuanya 
memiliki tanggung jawab terhadap anak tersebut. 
Keberadaan seorang anak merupakan hasil buah cinta kasih orang tuanya 
sehingga keberadaannya harus dihargai, dihormati dan diakui yaitu dengan cara 
pemenuhan hak-hak atasnya, salah satunya adalah kejelasan status nasab kepada 
orang tuanya. Kedudukan anak dalam islam sangatlah penting, bagaimana 
hubungan nasab atau hubungan darah antara anak dan orang tua adalah hubungan 
keperdataan yang paling kuat yang tidak bisa diganggu gugat dan dibatasi oleh 
apapun. 
Menurut pasal 53 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi 
manusia yang terkait perlindungan hak janin yang mengatakan bahwa setiap anak 
sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidupnya dan 
meningkatkan taraf kehidupannya. Yang dimaksud anak dalam kandungan ialah 
janin yang ada dalam rahim perempuan yang nantinya akan tumbuh menjadi anak 
dan berkembang selayaknya manusia. Adapun hak-hak anak dalam kandungan 
ialah sebagai berikut: 
1. Hak hidup 
Hak hidup dan melanjutkan kehidupannya yang paling dibutuhkan 
manusia (janin maupun ibu) selain untuk melindungi diri dan martabat 
kemanusiaannya yang digunakan sebagai landasan moral dan keagamaan dalam 







2. Hak nafkah 
Anak yang masih dalam kandungan pun akan mendapat hak-haknya 
seperti hak atas nafkah. Hak nafkah untuknya  tidak hanya dari segi materi tetapi 
melainkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Apabila perkawinan melahirkan 
anak maka kedudukan anak serta hubungan antara orang tua dengan anaknya 
dapat menimbulkan persoalan sehingga adanya aturan-aturan hukum yang 
mengatur tentang hubungan antara mereka. 
3. Hak waris 
Salah satu kepentingan anak dalam kandungan adalah hak-hak yang 
berkaitan dengan warisan. Menurut KUHPerdata adalah anak yang masih berada 
dalam kandungan dianggap telah memiliki hak untuk mewarisi. Sebagaimana 
dalam pasal 836 KUHPerdata yang mengatakan bahwa agar dapat bertindak 
sebagai ahli waris, seseorang harus telah ada pada saat warisan tersebut terbuka, 
dengan mengingat ketentuan dalam pasal 2 kitab ini yang berbunyi anak yang ada 
dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, apabila setiap kali 
kepentingan si anak menghendaki. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, maka dia 
dianggap tidak pernah ada. 
4. Hak wasiat 
Kaitannya terhadap janin, bahwa dalam hukum positif belum diatur secara 
khusus terkait dengan keperdataan untuk janin. Tetapi janin akan tetap 
mendapatkan hak-haknya, seperti hak wasiat. Janin dapat memperoleh hak 
wasiatnya apabila janin itu sudah berwujud didalam kandungan ketika si pewasiat 
sudah meninggal dunia. Karena apabila janin itu  baru berwujud setelah si 
pewasiat meninggal dunia maka tidak berhak mendapat apapun dari si pewasiat 
itu. Apabila wasiat diberikan untuk orang yang bukan ahli waris dan wasiat itu 





C. Pandangan Imam Syafi’i dan Imam Hanafi Terhadap Kedudukan Anak 
Dalam Kandungan Dari Perkawinan Yang Dibatalkan Akibat Tidak Ada 
Izin Poligami 
Imam Syafi‟i dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi‟i adalah Muhammad 
bin Idris Asy-Syafi‟i al-Quraisyi. Imam Syafi‟i dilahirkan di Syam pada tahun 150 
H bertepatan dengan tahun 767 M, pertengahan abad ke-2 H yang bertepatan 
dengan tahun wafat Imam Abu Hanifah.
5
 Dan Imam Syafi‟i wafat di Mesir pada 
tahun 204 H. Dalam sejarah islam, seorang imam mazhab yang terkenal ialah 
seorang yang mempunyai pengetahuan agama dan kepandaian yang sangat luar 
biasa, sehingga dapat merumuskan kaidah-kaidah pokok yang bisa diyakini 
sebagai metode istimbath. Adapun karya-karyanya yakni: ar-Risalah, Al-Umm, 
Ikhtilaf al-Hadits dan Musnad yang merupakan kitab Imam Syafi‟i. 
Apabila ingin memutuskan suatu hukum, Imam Syafi‟i lebih 
mendahulukan tingkatan yang lebih tinggi yang diterapkan dalam kitab ar-
Risalah. Apabila dalam menetapkan hukum, dasar hukum yang ditetapkan Imam 
Syafi‟i ialah sebagai berikut: 1) kitab Allah (Al-Qur‟an), 2) Sunnah Rasul, 3) 
Ijma, 4) Qiyas. 
Sedangkan Imam Abu Hanafiah an-Nu‟man bin Tsabit terlahir di Ambar 
kota Kufah pada tahun 80 H dizaman Dinasti Umayyah pada saat raja Abdul 
Malik bin Marwan memerintah.
6
 Imam Abu Hanifah dikenal sebagai Imam Ahlur-
Ra‟y gelar Hanifah disebut mu‟annats dari kata hanif yang merupakan ahli ibadah 
yang senang dan condong terhadap agama kebenaran. Bahwa latar belakang Imam 
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Abu Hanifah mendapat gelar itu (hanafiah) karena beliau terus menerus membawa 
tinta (tinta dalam bahasa Iraq adalah hanifah). 
Menurut Imam Syafi‟i fasakh merupakan pembatalan perkawinan yang 
muncul karena adanya aib, kenyataan tidak terpenuhinya syarat, atau dugaan tidak 
terpenuhinya syarat.
7
 Imam Syafi‟i dalam qaul qadimnya berpendapat bahwa 
fasakh adalah khulu merupakan perpisahan antara suami dan istri karena adanya 
iwadh atau kompensasi yang bertujuan untuk menghilangkan kerugian oleh pihak 
istri. Fasakh juga disebut sebagai salah satu cara untuk membubarkan perkawinan 
yang berasaskan pada prinsip yang terkandung dalam hadis Nabi Saw yang 




Adapun menurut Imam Syafi‟i, fasakh adalah putusnya hubungan 
perkawinan (permintaan dari salah satu pihak) oleh hakim, akibat salah satu pihak 
diketahui terdapat cela dari pihak lain dan merasa tertipu karena hal-hal yang 
belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan.
9
 Tidak sahnya perkawinan 
atau rusaknya perkawinan akibat tidak terpenuhinya salah satu syarat dan 
rukunnya atau akibat lain yang diharamkan atau dilarangnya perkawinan tersebut 
oleh agama. Menurut Imam Syafi‟i pembatalan perkawinan ialah fasakh yang 
berasal dari bahasa arab yaitu kata fa-sa-kha secara etimologi berarti 
membatalkan, jika digabungkan hal ini dengan perkawinan berarti membatalkan 
suatu perkawinan atau merusak perkawinan. Sedangkan menurut ulama 
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Hanafiyah, suatu pernikahan yang rusak ialah pernikahan yang tidak memenuhi 
syarat sahnya dan adanya kerusakan dan kecacatan dalam perkawinan tersebut.  
Fasakh secara garis besar terbagi menjadi dua sebab yaitu sebagai berikut: 
a. Fasakh disebabkan syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad 
perkawinan.  
Pernikahan yang sudah berlangsung ternyata baru diketahui tidak terpenuhi syarat 
yang telah ditentukan baik rukun dan syarat perkawinan, dan adanya halangan 
yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan tersebut. 
b. Fasakh karena adanya hal-hal yang datang setelah akad. 
Fasakh yang terjadi karena baru diketahui setelah terjadinya akad nikah dan 
setelah hubungan perkawinan itu terlaksana ternyata terdapat cacat pada suami 
atau istri. 
Adapun beberapa sebab fasakh menurut pendapat Imam Syafi‟i ialah sebagai 
berikut: 
a. Akibatnya karena kesulitan dalam memberikan mas kawin atau memberikan 
pakaian dan tempat tinggal dan kesulitan dalam memberikan nafkah setelah 
menunda perkawinan selama tiga hari.   
b. Perpisahan karena salah satu budak dari pasangan suami isteri itu merdeka. 
c. Perkawinan antara budak dan wanita yang merdeka. 
d. Perkawinan yang saling mengutuk atau berbicara kasar antara kedua pihak 
suami atau isteri. 
e. Disebabkan adanya aib atau cacat yang permanen yang diadukan kepada  
hakim. Jika cacat tersebut seperti impotent maka fasakhnya ditunda selama 
satu tahun setelah timbulnya penyakit tersebut. 
f. Jika suami dan isteri ditawan qabla dukhul atau ba‟da dukhul. 





h. Apabila menyamakan ibunya atau anaknya ketika bersetubuh. 
i. Apabila suami isteri mempunyai perempuan atau laki-laki idaman lain. 
j. Menikahi saudara kandung atau saudara sepersusuan (lebih dari lima kali 
menyusu) atau karena hal lain yang diharamkan atau dilarang. 
k. Salah satu suami atau isteri murtad. 
l.   Menikah lebih dari empat istri. 
m.   Menikahi dua orang yang bersaudara. 
Dan adapun beberapa penyebab fasakh menurut pendapat Imam Hanafi ialah 
sebagai berikut: 
a. Salah satu dari kedua pasangan belum baligh. Dalam hal ini yang 
memutuskan adalah hakim. Apabila perpisahan terjadi karena adanya cacat 
pada isteri maka perpisahan tersebut termasuk talak dan harus diputuskan 
oleh hakim. 
b. Jika isteri menjadi kafir setelah menjadi muallaf atau setelah suami 
mengislamkannya. Dan sebaliknya jika suami yang kembali menjadi kafir 
maka menurut Abu Hanifah dan Muhammad yaitu berakibatlah jatuh talak. 
c. Apabila isterinya adalah budak yang telah merdeka sedangkan suami masih 
menjadi budak yang belum merdeka. Tetapi isteri diberikan pilihan untuk 
memutuskan perkawinannya atau melanjutkannya. 
d. Jika ada orang yang mempunyai dua atau lebih status kewarganegaraan yang 
berbeda secara hakikat dan hukum. Misalnya jika salah satu dari suami isteri 
pergi ke negera muslim dalam status telah menjadi muslim sedangkan 
pasangannya ditinggalkan di Negara yang sedang mengalami peperangan atau 
Negara kafir dan berstatus sebagai kafir maka perkawinan tersebut fasakh 
atau rusak. Namun Imam yang lain tidak berpendapat karena hal ini 





e. Kurangnya mas kawin yang sanggup diberikan suami kepada istrinya. 
f. Suami atau isteri murtad. 
Seperti yang sudah dijelaskan diatas mengenai sebab-sebab fasakh 
menurut Imam Syafi‟i dan Imam Hanafi, tidak diatur secara jelas mengenai 
pembatalan perkawinan atau fasakh dengan alasan tidak ada izin poligami baik 
izin istri dan izin pengadilan. Islam membolehkan poligami bukan berarti 
menganjurkan, tetapi hukum islam telah mengatur bahwa syarat poligami itu 
keharusan berlaku adil bagi suami terhadap istrinya. Dan ulama fiqh khususnya 
para imam mazhab yang berpendapat bahwa poligami adalah kebolehan mubah 
dengan syarat adil dan tidak melebihi empat orang istri, jika tidak dapat berlaku 
adil maka cukup satu istri saja walaupun tanpa izin istri maupun pengadilan 
karena mereka berpegang pada al-Qur‟an. 
Tetapi berkenaan dengan prosedur poligami dalam hukum positif bahwa 
harus mendapatkan izin istri dan izin pengadilan menimbulkan persoalan 
tersendiri karena pada masa itu pandangan mengenai poligami hanya sebatas 
menyesuaikan kondisi pada masa itu, sehingga tidak diatur secara eksplisit 
mengenai poligami yang mensyaratkan adanya izin-izin baik dalam al-Qur‟an 
maupun pandangan para ulama mazhab. 
Permasalahan poligami pada masa sekarang ini lebih memperhatikan hak-
hak wanita dengan memperketat batasan dan syarat-syarat poligami, seperti harus 
adil dan mampu secara lahiriah dan adanya izin dari istri. Karena izin istri sangat 
penting untuk melindungi hak-hak istri pertama dan keturunanya, jadi poligami 
pada masa dahulu belum menganggap penting izin istri sehingga pada saat itu 
poligami diperbolehkan meski tanpa izin istri. Tetapi hal tersebut tidak dapat 
diterapkan pada masa sekarang karena kondisi dan situasinya berbeda karena 





masyarakat karena dapat memicu konflik antara para istri, anak-anak dan keluarga 
jadi adanya izin istri dianggap sangat penting karena agar tidak terjadi konflik dan 
kesalah pahaman. Untuk melaksanakan poligami perlu adanya pengawasan dari 
hakim meskipun pengawasan hakim tidak wajib tetapi agar poligami tidak 
dilakukan secara sewenang-wenang. Apabila suami berpoligami tanpa izin istri 
dan izin pengadilan maka poligami itu dapat difasakh atau perkawinan dapat 
dibatalkan, bukan berarti perkawinan tersebut batal dengan sendirinya tetapi 
“dapat” berarti harus ada tindakan untuk menfasakh. Jadi fasakh akibat tanpa izin 
poligami harus melalui hakim dalam menetapkannya karena memerlukan 
pembuktian dan penjelasan. 
Dalam literatur-literatur klasik mazhab Syafi‟i dan mazhab Hanafi tidak 
ditemukan praktik poligami secara illegal yang menjadi alasan pembatalan 
perkawinan tetapi dalam rumusan kompilasi hukum islam pasal 71 (a) 
menyatakan bahwa poligami tanpa izin pengadilan dapat dibatalkan. Kompilasi 
hukum islam dikenal sebagai fikih “made in Indonesia” yang merupakan bentuk 
hukum islam yang sesuai dengan karakteristik masyarakat islam Indonesia. Oleh 
karena itu, kompilasi hukum islam dijadikan pijakan bagi para hakim di 
Pengadilan Agama dalam memutus perkara-perkara keluarga, seperti mengenai 
persoalan pembatalan perkawinan akibat poligami tanpa izin istri dan izin 
pengadilan. Persoalan pembatalan perkawinan ini hanya menjadi sebagai langkah 
lanjutan dari pelanggaran terhadap syarat-syarat formil berpoligami dan juga 
menjadi teori maslahah atau istislah sebagai landasan utamanya. Jadi aspek 
maslahah ini merupakan tujuan yang dicita-citakan islam untuk mencapai 
kepentingan dan keuntungan publik.  
Meskipun dalam khazanah Syafi‟iyyah klasik tidak tercantum prosedur 





konsep yang menjadi keharusan bagi suami istri. Suami yang melakukan poligami 
tanpa izin bukanlah suami yang baik maka karena itu tidak menjalankan konsep 
mu’asyarah bi al-ma’ruf  dalam keluarga dan jelas istri dan keluarga adalah pihak 
yang dirugikan oleh pelaku.
10
 
Namun mazhab Syafi‟i merumuskan satu produk hukum yaitu terdapat 
kewenangan pembatalan akibat kebohongan status salah satu pihak, maka 
rumusan ini membuka penafsiran bahwa pelaku poligami ilegal juga dapat masuk 
didalamnya.
11
 Sebab tidak menuntut kemungkinan dalam tataran realitanya suami 
mengaku masih perjaka agar perkawinan keduanya mendapat legalitas. Maka 
relevansi antara kompilasi hukum islam dengan fikih mazhab Syafi‟i terletak pada 
istinbat al-ahkam artinya dasar pijakan yang dipakai oleh para perumus kompilasi 
hukum islam dalam permasalahan pembatalan ini menggunakan metodologi 
penggalian hukum istislah yang dianut oleh kalangan mazhab Syafi‟i. Penggalian 
hukum yang dilakukan oleh para perumus kompilasi hukum islam dan ulama 
Syafi‟iyyah semata-mata bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. 
Pembatalan perkawinan tanpa izin poligami tersebut telah terjadi 
persetubuhan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang telah terjadi 
bukan karena perkawinan yang sah dan persetubuhan atau persenggamaan yang 
terjadi itu telah menyebabkan kehamilan. Apabila persetubuhan menyebabkan 
lahirnya keturunan (anak) maka anak tersebut dinasabkan kepada pria yang 
menyetubuhinya. Maka kedudukan anak dalam kandungan dari perkawinan yang 
dibatalkan tanpa izin poligami tetap bernasab kepada ayah (suaminya).  
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Jadi untuk menentukan kedudukan anak dalam kandungan menurut Imam 
Syafi‟i  mengatakan bahwa apabila anak tersebut lahir lebih dari 6 bulan dari akad 
pernikahan ibu bapaknya maka anak itu dinasabkan kepada laki-laki yang 
mengawini ibunya. Tetapi, jika anak tersebut dilahirkan kurang dari 6 bulan dari 
perkawinan ibu bapaknya maka anak itu dinasabkan hanya kepada ibunya. 
Sedangkan Imam Abu Hanifah dalam berijtihad untuk menentukan batas usia 
maksimal masa kandungan yaitu dua tahun berdasarkan fatwa sahabat yaitu 
perkataan Aisyah yang mengatakan bahwa batas masa kandungan tidak mungkin 
lebih dari dua tahun. Bahwa pada dasarnya sahnya anak dilihat dari siapa yang 
menuai. Apabila anak tersebut dilahirkan oleh ibunya yang sudah menikah dengan 
laki-laki yang telah menghamilinya maka status anak tersebut ialah sah dan 
memiliki hubungan nasab dengan laki-laki (bapaknya) yang menghamili ibunya. 
Imam Syafi‟i mengqiyaskan bahwa laki-laki yang menikahi seorang 
wanita dapat dikategorikan sebagai pemilik al-firasy. Pada dasarnya nasab anak 
dalam kandungan itu dihubungkan kepada pemilik al-firasy, hubungan nasab itu 
bisa ditolak kecuali dengan li‟an. Al-firasy adalah tempat tidur, dimana seorang 
istri yang pernah digauli oleh suaminya. Imam Syafi‟i berpendapat bahwa anak 
dinisbatkan kepada pemilik al-firasy, baik karena hubungan intim dalam 
pernikahan yang sah atau persetubuhan syubhat maupun atas dasar perbudakan.
12
 
Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dalam memahami arti lafal “nikah” 
menurut hakikatnya adalah setubuh, apabila setiap anak yang lahir akan 
dihubungkan nasabnya kepada laki-laki yang memiliki bibit. Jadi konsekuensi 
dari asal terjadinya hubungan intim (seksual) yang mengakibatkan lahirnya bayi, 
maka bayi tersebut adalah anak dari laki-laki yang mengakibatkan terjadinya 
kehamilan. 
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Imam Syafi‟i mengatakan bahwa apabila seorang wanita dinikahi tanpa 
memenuhi persyaratan, seperti nikah tanpa wali, tidak dihadiri oleh dua orang 
saksi yang adil, atau kasus pernikahannya rusak, apabila perkawinan ini istrinya 
melahirkan anak maka anak itu dinasabkan kepada laki-laki yang menikahi wanita 
itu. Jadi pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan, memiliki konsekuensi 
yang sama dengan pernikahan yang sah dalam kaitannya dengan masalah nasab. 
Bahwa salah satu cara menetapkan nasab seorang anak adalah dengan meminta 
keputusan dari al-qafah yakni orang yang ahli menetapkan nasab seseorang 
berdasarkan ilmu.
13
 Menurut ulama Hanafiyah mengatakan hubungan intim 
(bukan dengan lainnya), tetapnya nasab anak dari laki-laki (suami) tersebut 
apabila memang ada, maka itu sebagai langkah kehatian-hatian untuk merawat 
anak dan tidak melantarkannya. 
Sikap konsisten Imam syafi‟i dalam menjaga hak anak untuk memperoleh 
nasab dari ayahnya dapat dilihat dari pendapat beliau yakni nasab anak tidak dapat 
ditolak melainkan dengan li‟an dan memperoleh nasab kepada ayahnya 
berdasarkan pengakuan syara.
14
 Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa 
apabila terjadi persetubuhan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan baik 
perbuatan tersebut terjadi setelah akad nikah maupun karena kesalah dugaan, 
apabila persetubuhan tersebut berakibat lahirnya seorang anak maka anak itu tetap 
dinisbatkan kepada suami yang sah. 
Anak sering disebut dengan kata walad awlaad didalam Al-Qur‟an yang 
berarti anak yang dilahirkan oleh orang tuanya, laki-laki maupun perempuan, 
besar atau kecil, tunggal maupun banyak. Karena kata al-walad dipakai untuk 
menggambarkan adanya hubungan keturunan sehingga kata al-awalid dan al-
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walidah diartikan sebagai ayah dan ibu kandung. Jadi anak yang belum lahir 
belum dapat disebut al-walad atau al-mawlud, tetapi disebut sebagai al-janin yang 
berarti al-mastuur (tertutup) dan al-khafy (tersembunyi) didalam Rahim ibu.
15
 
 Maka penulis menyimpulkan bahwa terhadap kasus pembatalan 
perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Makassar No. 310/Pdt.G/PA.Mks, 
seorang pria melakukan perkawinan dengan seorang wanita tanpa sepengetahuan 
dan tanpa izin istri pertama dan izin pengadilan, perkawinan tersebut terjadi 
karena pria tersebut memberikan keterangan yang tidak benar yang mengaku 
status jejaka padahal pria tersebut telah beristri dan masih terikat perkawinan yang 
sah dengan istri pertama.  Dalam putusan ini ada bantahan dari pihak istri kedua 
yang mengatakan jangan dibatalkan karena ada anak yang sementara ada dalam 
kandungan tetapi ammar putusan tersebut mengabulkan pembatalan pernikahan 
tersebut karena adanya kepentingan istri pertama dan perkawinan suami dengan 
istri kedua harus diputuskan karena tidak ada izin poligami dari istri pertama dan 
izin pengadilan dan perkawinan yang dibatalkan ini berdampak pada istri kedua 
dan anak yang masih dikandungannya terhadap kedudukan anak tersebut. Namun 
dalam literatur-literatur klasik mazhab Syafi‟i dan mazhab Hanafi tidak ditemukan 
praktik poligami secara ilegal yang menjadi alasan pembatalan perkawinan tetapi 
hanya ada dalam rumusan kompilasi hukum islam pasal 71 (a) yang menyatakan 
bahwa poligami tanpa izin pengadilan dapat dibatalkan. Jadi untuk mengetahui 
kedudukan anak dalam kandungan akibat pembatalan perkawinan (fasakh) apabila 
telah terjadi persetubuhan diantara laki-laki dan perempuan maka untuk 
mengetahui kedudukan anak yang masih dalam kandungan dapat dihubungkan 
kepada pemilik al-firasy yang diakibatkan karena persetubuhan dalam pernikahan. 
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Laki-laki yang menyetubuhi seorang wanita  dalam perkawinan ini dapat 
diqiyaskan sebagaimana persetubuhan dalam pernikahan yang sah.  
Hak janin yang masih berada dalam kandungan adalah fitrah, tiada suatu 
makhluk yang dapat memberikan kematian yang lain, sebab itu semua hanya 
milik Allah swt. Adapun pembatalan perkawinan tanpa izin poligami tidak 
mempengaruhi status anak dalam kandungan dari segi hak-haknya sebagaimana 
anak dalam kandungan. 
1. Hak waris 
Menurut imam mazhab anak dalam kandungan memiliki hak yang sama 
dengan anak yang sudah lahir terhadap harta warisan tetapi pembagian untuk anak  
yang masih dalam kandungan ditangguhkan sampai anak tersebut lahir. Imam 
Syafi‟i berpendapat bahwa pembagian harta waris terhadap anak yang masih 
dalam kandungan sebaiknya ditunda sampai janin yang dikandung tersebut lahir 
dan situasinya menjadi jelas. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa 
pembagian harta waris ditangguhkan untuk anak yang ada dalam kandungan 
sejumlah bagian empat orang laki-laki atau empat orang anak perempuan. 
Anak dalam kandungan berhak menerima waris apabila memenuhi dua 
persyaratan yaitu sebagai berikut: 
a. Janin tersebut diketahui secara jelas dan pasti keberadaannya dalam 
kandungan ibunya ketika pewaris telah wafat. 
b. Bayi dalam keadaan hidup ketika keluar dari perut ibunya, sehingga dapat 
dipastikan sebagai anak yang berhak mendapat warisan. 
 Adapun menurut pendapat Imam Syafi‟i bahwa apabila seorang anak 
yang dilahirkan hidup kemudian langsung meninggal (wafat), maka anak itu 
bukanlah termasuk ahli waris jika ia belum keluar sepenuhnya dari rahim ibunya. 





anggota tubuh anak itu telah keluar kemudian ia meninggal (wafat) maka anak itu 
tetap sebagai ahli waris. 
2. Hak hidup janin 
Janin yang akan hidup ke dunia mempunyai hak hidup yang tidak dapat 
diganggu gugat kecuali oleh pemberi hidup. Selama janin itu hidup dalam 
kandungan berhak memperoleh perlindungan, keselamatan dan bekal 
pertumbuhannya. Seorang ibu harus benar-benar menjaga agar kandungannya 
dapat sehat dan hidup ke dunia dengan cara menjaga kesehatan. 
3. Hak nafkah 
Para ulama mazhab berpendapat tentang apakah anak dalam kandungan 
mendapatkan nafkah. Diantara ulama mazhab memiliki kesamaan pendapat bahwa 
bayi yang dikandung oleh ibunya dapat memperoleh nafkah. Bahwa kewajiban 
membiayai anak yang masih kecil tidak hanya berlaku selama orangtuanya masih 
terikat dalam pernikahan saja, tetapi akan selalu berlanjut memberikan nafkah  
setelah terjadinya perceraian. 
4. Hak wasiat 
Wasiat yang diberikan untuk janin menurut fuqaha hukumnya sah, tetapi 
apabila janin itu lahir nantinya harus lahir dalam keadaan hidup karena mereka 
berpendapat bahwa wasiat sama berlakunya dengan warisan. Sebab bayi yang 
masih dalam kandungan berhak memperoleh warisan maka janin juga berhak 
menerima wasiat. Karena wasiat adalah pemberian bukan warisan.  
D. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Anak Dalam 
Kandungan  
Anak yang masih dalam janin walaupun lahir setelah dibatalkannya 
perkawinan tetap dikatakan anak yang sah yang dibuahi oleh kedua pasangan 





diputuskan dibatalkan, akan tetapi putusan pengadilan tidak mempengaruhi 
kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dan tetap dianggap 
anak sah.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs. Syahidal selaku Hakim 
Pengadilan Agama Makassar mengatakan bahwa: 
apabila ayahnya tetap bertanggungjawab terhadap anak ini tidak menjadi 
persoalan, tetapi akan menjadi sengketa hukum apabila ayahnya 
mengingkari anak itu sebagai status anak yang harus dipertanggung 
jawabkan. Yang menjadi persoalan anak ini masih dalam kandungan, 
apabila muncul persoalan setelah lahir anak dan istri meminta 
pertanggungjawaban dari suaminya untuk kehidupan anaknya dan untuk 
urusan surat akta kelahiran, apabila pada saat berhadapan dengan 
kepentingan-kepentingan seperti itu barulah berhadapan dengan 
pengadilan karena pengadilan dianggap sebagai bahtera terakhir yang 
memberikan sesuatu keputusan hukum mengenai status anak tersebut.
16
 
Perkawinan yang telah dibatalkan tetap menimbulkan akibat hukum baik terhadap 
suami, istri dan terhadap anak-anaknya apabila perkawinan tersebut 
dilangsungkan dengan itikad baik. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs. Syahidal selaku hakim 
Pengadilan Agama Makassar mengatakan bahwa: 
Untuk melihat perbedaan antara anak yang belum lahir, tetapi sudah jadi 
janin secara subtansi tidak bisa dibedakan, kecuali lahir langsung 
meninggal tidak ada masalah, tetapi tetap ada persoalan hukum yang harus 
dikembangkan apabila dia lahir dan sempat hidup, tetapi kalau langsung 
meninggal itu tidak ada masalah.
17
 
 Kedudukan anak yang perkawinan kedua orang tuanya dibatalkan adalah 
tetap sebagai anak sah dari kedua orang tuanya. Hal ini telah ditegaskan dalam 
undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam yang menyatakan bahwa 
tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. 
Dalam kompilasi hukum islam pasal 75 dan pasal 76 telah menegaskan bahwa 
anak dari hasil perkawinan yang sudah dibatalkan tetap menjadi anak sah dan 
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tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. 
Meskipun salah seorang dari orang tuanya beritikad buruk tetapi berdasarkan rasa 
kemanusiaan dan kepentingan anak-anak sehingga patut mendapatkan 
perlindungan. Sebagaimana telah diperkuat dalam firman Allah swt yang terdapat 
dalam surah al-Baqarah ayat 233 yaitu: 
َََۗ ََعتَ ََرَضا ٌَٚخِىَّ ٌْ َ َاََرادَا ٍْ ًَ َِن ٍِ ْٛ َِيهَ ََكا ٍِ ْٛ نَ ْٕ ََح ٍَّ ُْ ََّلدَ ْٔ َاَ ٍَ اِندَاُثَُْٚرِضْع َٕ اْن َٔ
ِدنَّ ْٕ نُ ْٕ ًَ َعهَیَاْن ََٔ  ََّ ٍَّ ُٓ َْفٌسَِرْزقُ ِفَََّۗلَحَُكهُِّفَ ْٔ ْعٌر ًَ َبِاْن ٍَّ ُٓ ُ ح َٕ ِكْس اَََۚٔ َٓ ْسعَ ُٔ اَِّلَّ
نُٕدٌنَّ ْٕ ََّلَي َٔ ا َْ نَِد َٕ ِ اِندَةٌب  َٔ َََّلحَُضآرَّ نَِدَِّ  َٕ َبِ َعهَیَّ  اِردَََِٔ َٕ ِنكَََِيثْمََُاْن ََذَٰ ٌََّْۚ َفَِا
ٍَْ ٍرفاََلُجَُاحَََحََراٍضََاََرادَافَِصاًَّلَع ُٔ حََشا َٔ ا ًَ ُٓ ُْ اَّيِ ًَ ِٓ ْٛ  ۝ََََّۗعْه
Terjemahannya: 
Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, 
yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah 
memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma‟ruf. 
Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 
Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan 
seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. 
Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan 
keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya.
18
 
  Ayat tersebut menegaskan bahwa memberikan kewajiban kepada seorang 
ibu untuk menyusui atau memberi makan kepada anaknya, agar pertumbuhannya 
baik dan sehat. Sedangkan seorang bapak diberi kewajiban secara umum untuk 
memberi nafkah kepada ibu yang menyusui anaknya sekaligus menafkahi 
anaknya. Dari isyarat nash tersebut dapat dipahami bahwa seorang ayah 
berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya karena anak itu adalah anaknya 
bukan anak orang lain.  
Jadi anak dari hasil pernikahan tersebut tetap berhak mewarisi harta ayah 
dan ibunya. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak  Drs. Syahidal selaku 
hakim Pengadilan Agama Makassar mengatakan bahwa:  
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Bahwasanya terhadap hukum waris, anak dalam kandungan itu harus 
diperhitungkan mengenai kapan haknya. Apabila lahir anak laki-laki diberi 
porsi yang lebih banyak, apabila lahir perempuan maka porsinya 
dikurangi. Kapan dia diperhitungkan sebagai ahli waris pada saat ia hidup 
dan sempat menangis pada saat lahir.
19
 
Imam Syafi‟i berpendapat bahwa pembagian harta waris terhadap anak 
yang masih dalam kandungan sebaiknya ditunda sampai janin yang dikandung 
tersebut lahir dan situasinya menjadi jelas. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat 
bahwa pembagian harta waris ditangguhkan untuk anak yang ada dalam 
kandungan sejumlah bagian empat orang laki-laki atau empat orang anak 
perempuan. Adapun menurut pendapat Imam Syafi‟i bahwa apabila seorang anak 
yang dilahirkan hidup kemudian langsung meninggal (wafat), maka anak itu 
bukanlah termasuk ahli waris jika ia belum keluar sepenuhnya dari rahim ibunya. 
Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah ialah apabila sebagian besar 
anggota tubuh anak itu telah keluar kemudian ia meninggal (wafat) maka anak itu 
tetap sebagai ahli waris.   
Anak dalam kandungan jika terjadi waris mewarisi yang disebabkan oleh 
meninggalnya ayah (suami), jika seorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli 
waris seorang istri/janda yang sedang hamil, maka ahli warisnya tidak hanya 
seorang istri/janda tetapi dianggap ahli warisnya adalah istri/janda dan seorang 
anak laki-laki tetapi apabila anak yang lahir anak perempuan maka selebihnya 
dibagi ulang sesuai kadar bagian ahli waris.
20
 
Apabila suami tidak bertanggung jawab, pihak istri bisa saja 
mempersoalkan didepan hukum untuk meminta legalitass status anak itu sebagai 
anak yang harus dipertanggung jawabkan oleh suaminya itu. Secara keperdataan 
perkawinan akan memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pihak-pihak 
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yang terkait dengan perkawinan, baik suami, isteri dan anak. Perkawinan sebagai 
suatu perbuatan hukum maka mempunyai akibat hukum dan akibat hukum itu 
dikehendaki oleh yang bertindak. 
 Selain itu disebutkan pula bahwa setiap anak berhak atas kelanjutan 
hidupnya dan berhak atas perlindungan dari segala hal yang mencelakakannya 
sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 
pasal 28 B ayat (2) menyatakan bahwa: 
“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang 
serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
21
 
Hak janin yang masih berada dalam kandungan adalah fitrah, tiada suatu 
makhluk yang dapat memberikan kematian yang lain, sebab itu semua hanya 
milik Allah swt. Adapun pembatalan perkawinan tanpa izin poligami tidak 
mempengaruhi status anak dalam kandungan dari segi hak-haknya sebagaimana 
anak dalam kandungan.  
Pembatalan perkawinan harus mendapat perhatian dari berbagai pihak 
yang terkait, karena berdampak kepada anak. Hak-hak keperdataan anak jangan 
sampai terabaikan sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan 
bagi terpeliharanya hak-hak keperdataan anak. Jadi anak yang dilahirkan dari 
orang tua yang perkawinanya telah dibatalkan oleh pengadilan tetap mendapatkan 
perlindungan hukum sebagaimana halnya anak yang perkawinan orang tuanya 
masih ada. Jadi hak-hak keperdataan anak jangan sampai terabaikan, sehingga 
diperlukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan  bagi terpeliharanya hak 
keperdataan anak. Dalam hal ini lembaga peradilan mempunyai peran penting 
untuk menjamin hak-hak keperdataan anak melalui putusan-putusannya. Karena 
anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan harus dilindungi dan 
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diperhatikan kesejahteraan dan kepentingannya karena anaklah yang paling 
merasakan akibatnya. Dalam ketentuan undang-undang Republik Indonesia No. 
35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang 
perlindungan anak pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: 
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 
anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 




Penulis menyimpulkan bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan 
berkaitan erat dengan akibat hukum dari suatu perkawinan, seperti kedudukan 
serta perlindungan hukum bagi anak dan istri serta harta benda dalam perkawinan. 
Akibat hukum perkawinan berkaitan erat dengan keabsahan anak serta hak dan 
kewajiban para pihak, maka syarat dan rukun perkawinan baik menurut undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 maupun kompilasi hukum islam harus dipenuhi oleh 
pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Jadi perkawinan yang 
dibatalkan bisa kembali kepada suami atau istri dengan cara membuat aqad dan 
mas kawin yang baru, tetapi apabila pembatalan perkawinan yang disebabkan 
karena saudara kandung atau sesusuan dan murtad itu tidak bisa kembali untuk 
menikah karena untuk mendapatkan pembuktian terhadap putusnya perkawinan 
perlu pengakuan yang sah menurut undang-undang melalui pengadilan agama, 
karena pembatalan perkawinan membawa akibat  baik terhadap suami dan istri, 
anak dalam kandungan maupun keluarga. 
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BAB V   
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian data-data hasil penelitian yang telah dikemukakan 
pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Menurut Imam Syafi‟i adalah bahwa untuk menentukan kedudukan anak 
dalam kandungan dapat dihubungkan kepada pemilik al-firasy yang 
diakibatkan karena persetubuhan dalam pernikahan. Laki-laki yang 
menyetubuhi seorang wanita karena syubhat dapat diqiyaskan 
sebagaimana persetubuhan dalam pernikahan yang sah. Sahnya nasab anak 
hasil wath‟i syubhat diperoleh berdasarkan pengakuan syara. Oleh karena 
itu hubungan nasab ini tidak dapat ditolak kecuali dengan li‟an. Dan Abu 
Hanifah berpendapat bahwa apabila terjadi persetubuhan syubhat antara 
seorang laki-laki dan seorang perempuan baik perbuatan tersebut terjadi 
setelah akad nikah maupun karena kesalah dugaan, apabila persetubuhan 
tersebut berakibat lahirnya seorang anak maka anak itu tetap dinisbatkan 
kepada suami yang sah. 
2. Anak yang sudah lahir dengan anak yang sudah dalam kandungan  akibat 
pembatalan perkawinan sama saja mengenai statusnya. Bahwa pembatalan 
perkawinan tidak berlaku surut terhadap status anak, sehingga anak yang 
masih dalam kandungan harus dianggap sebagai anak dari kedua orang 
tuanya.  Dalam kompilasi hukum islam pasal 75 dan pasal 76 telah 
menegaskan bahwa anak dari hasil perkawinan yang sudah dibatalkan 
tetap menjadi anak sah dan tidak akan memutuskan hubungan hukum 
antara anak dengan orang tuanya. Jadi anak dari hasil pernikahan yang 





3. Apabila sudah dalam kandungan itu lahir dan sempat hidup akan menjadi 
persoalan hukum, apabila lahir langsung meninggal tidak ada masalah. 
Dan akan menjadi sengketa hukum apabila suami atau ayah mengingkari 
anak itu sebagai status anak yang harus dipertanggungjawabkan. Apabila 
perkawinan didasarkan pada itikad baik dari suami dan istri, maka 
perkawinan tersebut tetap mempunyai akibat hukum yang sah bagi suami 
dan istri serta terhadap anak-anaknya. Jadi apabila perkawinan yang 
dilangsungkan tanpa adanya itikad baik dari suami atau istri maka akibat 
hukum perkawinan tersebut sama sekali tidak ada.  
B. Implikasi Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat memberikan 
implikasi yaitu sebagai berikut: 
1. Mengenai status anak sah bagi anak yang lahir dari pembatalan 
perkawinan, sebaiknya orang tuanya memintakan penetapan mengenai 
keabsahan anak kepada majelis hakim agar jelas bahwa anak tsersebut 
anak sah. 
2. Kepada calon suami istri yang hendak melangsungkan pernikahan harus 
mengetahui syarat sah perkawinan sehingga apabila ada syarat yang tidak 
terpenuhi dapat diselesaikan dengan cara yang benar untuk menghindari 
pembatalan perkawinan yang dapat memberikan dampak bukan hanya bagi 
pasangan suami istri namun bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan 
perkawinan tersebut seperti anak yang masih dalam kandungan, harta 
benda dan hubungan keluarga.  
3. Seorang suami yang ingin berpoligami harus meminta izin kepada istri dan 
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A. Pedoman Wawancara 
1. Bagaimana proses penyelesaian perkara pembatalan perkawinan karena 
tidak ada izin poligami dari istri dan Pengadilan? 
2. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan 
perkawinan No. 310/Pdt.G/2015/PA.Mks?  
3. Bagaimana pandangan hakim terhadap kedudukan anak yang masih dalam 
kandungan dari perkawinan kedua orang tuanya dibatalkan karna tidak ada 
izin poligami? 
4. Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap putusan No. 
310/Pdt.G/2015/PA.Mks?     
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